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Health services for poor people need to be improved and developed end also 
kept continue by health guarantee principally for poor people. Regional Government 
has responsible in budgeting and health services for poor penple as an 
implementation of Law No. 32 Year 2004 that is implementing the rights in health 
fields and developing social guarantee for society in their region. This research is to 
describes implementation rights of health guarantee programs for poor society in 
Tanjungpinang City. 

This research is descriptive research. Analysis Unit is Government City of 
Tanjungpinang. Subject of research is the parties which are related to aim of research 
such as Chief Health Department of Tanjungpinang City, Chief of Sub Division 
Administration of Health Department City of Tanjungpinang and Public Figures of 
Tanjungpinang City. Data collection is done by interview and document 
investigations and also data analysis qualitatively. Key informant is taken by 
functionary and staff in Health Department ofTanjungpinang City. Data collection by 
using qualitave technique and doing interview to all key informant and stackholder. 

Health is one of measurement indicator of humant development which is 
based of development of Tanjungpinang City in holistic. In implementing health 
services for poor people is done by doing guarantee health program for poor society 
and susceptible group. Implementation rights of health guarantee programs for poor 
society in Tanjungpinang City has substances as follows: a) vision and mission, b) 
political will, c) financial affordable, d) society will and also supporting and 
stagnation factors. 

In summary, there is a good attention from Regional Government in doing 
implementation rights of health guarantee programs for poor people in 
Tanjungpinang City that is by doing data and socialization programs to poor people 
and also there is an effort of government in increasing budget and quality of health 
services for people 
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BAD II 
TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Teori Implementasi Kebijakan 

Dalam studi Kebijakan Publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah 

sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik 

ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih 

dari ltu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang 

memperoleh apa dari suatu kebijakan, OIeh karena itu tidaklah terlalu salah jika 

dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting 

dalam keseluruhan proses kebijakan. 

(Solichin Abdul Wahab, 1997:64) pengertian implementasi dirumuskan secara 

pendek, dimana "to implementasi" (mengimplementasikan) berarti "to provide 

means for carrying out; to give practical effect to" (menyajikan alat Bantu untuk 

melaksanakan; menimbulkan dampak!berakibat sesuatu). Pengertian implementasi 

diartikan sebagai "getting the job done" dan "doing it". Tetapi dibalik kesederhanaan 

rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan snatu 

proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya 

menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan 

kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan resources , batasan 

implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat 

mempertimbangkan apa yang harns dilakukan. 
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Selanjutnya implementasi kebijakan dapat diartikan: "Policy implementation 

encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are 

directed at the achievement ofgoals and objectives set forth in prior policy decisions. 

"Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah 

dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan 

keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha 

tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang 

diamanatkan oleh keputusan kebijakan. 

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa 

sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh 

pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup: manusia, dana, dan kemampuan 

organisasi; yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun 

kelompok). Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan 

berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu 

kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman 

kebijakan negara,yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya 

maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian

kejadian. 

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi 

kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit 
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birokrasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan 

kepatuhan dari target group, namun lebib dari itu juga berlanjut dengan jaringan 

kekuatan politik social ekonomi yang berpengarub pada perilaku semua pibak yang 

terlibat dan pada akbirnya terdapat dampak yang dibarapkan maupun yang tidak 

diharapkan. 

Banyak model dalam proses impiementasi kebijakan yang dapat digunakan. 

Dalam model implementasi kebijakan ini terdapat enam variabel yang membentuk 

bubungan antara kebijakan dengan peiaksanaan. Perbedaan-perbedaan dalam proses 

implementasi akan dipengarubi oleb sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. 

Selanjutnya Sholicbin menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk 

mengbubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model 

konseptual yang menghubungkan dengan prestasi kerja (performance). Sboiicbin 

Wabab menegaskan pula pendiriannya bahwa perubaban, kontrol dan kepatuhan 

bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur impiementasi. 

Dengan memanfaatkan model-model tersebut, maka permasalahan yang periu 

dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam 

mengenalkan perubahan dalam organisasi? Seberapa jauhkah tingkat efektifitas 

mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur? (Masalab ini 

menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi 

yang bersangkutan). Seberapa pentingkah rasa keterikatan masing-masing orang 

dalam organisasi? (Hal ini menyangkut masalah kepatuhan). Alas dasar pandangan 

seperti itu, kemudian tipologi kebijakan diimpiementasikan menurut: 
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a) Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan. 

b) Jangkauan atau Iingkup kesepakalan terhadap tujuan diantara 

pihak-pihak yang lerlibat dalam proses implemenlasi. 

Hal ini dikemukakan berdasarkan pada kenyataan bahwa proses implementasi ini 

akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam ilu. Dalam artian bahwa 

implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubaban yang dikebendaki relatif 

sedikit, sementara kesepakatan terbadap tujuan, terutama dari mereka yang 

mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi. Standard dan tujuan kebijakan 

mempunyai pengarub tidak langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan 

kebijakan. Disamping itu standard dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak 

langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivilas komunikasi antar 

organisasi. Jelasnya respon para pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada 

persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan terse but. Walaupun 

demikian, bal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan 

disposisi yang baik atau positip diantara para pelaksana. Standard dan tujuan juga 

mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui 

aktivitas komunikasi antar organisasi. Jelasnya respon para pelak.~ana terhadap suatu 

kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan 

tersebut. Walaupun demikian, bal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan 

menyeimbangkan disposisi yang baik atau positip diantara para pelaksana. Standard 

dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap disposisi para 

pelaksana melalui alaivitas penguatan atau pengabsahan. Dalam hal ini para atasan 
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dapal meneruskan hubungan para pelaksana dengan organisasi lain. 

Hubungan anlar sumber daya (resources) dengan kondisi sosial, ekonomi dan 

politik dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa tersedianya 

dana dan sumber lain dapat menimbulkan tuntutan dari warga rnasyarakat swasta, 

kelornpok kepentingan yang terorganisir untuk ikut berperan dalam melaksanakan 

dan mensukseskan suatu kebijakan. Jelasnya prospek keuntungan pada suatu program 

kebijakan dapat menyebabkan kelompok lain untuk berperan serta secara maksimal 

dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu program kebijakan. 

Bagaimanapun juga dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia, 

masyarakat suatu negara secara individual dan kelompok kepentingan yang 

terorganisir akan memilih untuk menolak suatu kebijakan karena keuntungan yang 

diperolehnya lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya operasionai. Dernikian juga 

dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah tertentu, 

mempengaruhi karakter-karakter agen-agen pihak pelaksana, disposisi para pelaksana 

dan penyelenggaraan atau pelaksanaan kebijakan itu sendiri. 

Kondisi lingkungan diatas mempunyai efek penting terhadap kemauan dan 

kapasitas untuk mendukung struktur birokrasi yang tel ah mapan, kualitas, dan 

keadaan agen pelaksana (implementor). Kondisi lapangan ini juga mempengaruhi 

disposisi implementor. Suatu program kebijakan akan didukung dan digerakkan oleh 

para warga pihak swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir, hanya jika para 

implementor mau menerima tujuan, standars dan sasaran kebijakan tersebut. 

SebaJiknya suatu kebijakan tidak akan mendapat dukungan, jika kebijakan tersebut 
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tidak memberikan keuntungan kepada mereka. 

Disamping itu karakteristik para agen implementor dapat mempengaruhi 

disposisi mereka. Sifat jaringan komunikasi, derajat kontrol secara berjenjang dan 

tipe kepemimpinan dapat mempengaruhi identifikasi individual terhadap tujuan dan 

sasaran organisasi, dalam mana implementasi kebijakan yang efektif sangat 

tergantung kepada orientasi dari para agen/kantor implementor kebijakan. 

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang pada gilirannya 

akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri. 

2. Tabap-tabap Implementasi Kebijakan 

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka 

diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan yaitu : 

a) 	 Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya 

dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan 

terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu 

negara terhadap kedaulatan negara lain. 

b) 	 Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik 

perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan 

pembuatan kebijakan tercapai. 

Dalam konteks ini kebijakan yang ada termasuk kebijakan yang bersifat non

self-executing, karena perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya 

tujuan tercapai. 
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Solichin Abdul Wahab, (1991,36) mengemukakan sejumlah tahap 

implementasi sebagai berikut : 

Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan : 

a) Menggambarkan rencana suatu program dalam penetapan tujuan secara 

jelas. 

b) Menentukan standard pelaksanaan. 

c) Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan. 

Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur 

staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode. 

Tahap III :Merupakan kegiatan-kegiatan : 

a) Menentukan jadwal 

b) Melakukan pemantauan 

c) Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan 

program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran 

dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera. 

Jika implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan, 

penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier 

dalam Solichin Abdul Wahab, (1991) mempelajari masalah implementasi kebijakan 

berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 

dirumuskan atau diberlakukan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan yang terjadi 

setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk 

mengadministrasikan maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada 
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masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang 

bertanggungjawab atas sasaran (target group) tapi juga memperhatikan berbagai 

kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implementasi kebijakan 

negara. 

Dengan memperhatikan beberapa pengertian implementasi yang telah 

dijelaskan diatas maka kajian implemenlasi merupakan suatu proses mengubah 

gagasan atau program menjadi tindakan dan bagaimana kemudian cara menjalankan 

perubahan tersebut. Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan 

itu berJangsung maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. 

Pandangan mengenai model impiementasi kebijakan dapat kita temukan dalam 

beberapa Iiteratur (parsons 1988) membagi garis besar model implementasi kebijakan 

menjadi empat yaitu : 

1) The Analysis offailure (model analisis kegagalan) 

2) Model Rasional (Top Down) untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana yang 

membuat implementasi sukses 

3) Model Pendekatan (Bottom Up) ktitikan terhadap model pendekatan top-down 

dalam kaitannya dengan pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi organisasi 

4) Teori-teori hasil sintesis (hybrid theories) 

Untuk keperluan penelitian ini, akan diambil beberapa pandangan mengenai 

implementasi, masing-masing pandangan mewakiIi tiga dari empat perkembangan 

model yang dikemukakan Parsons dan menurut penellti cocok dengan tema 

penelitian model terse but diantaranya yaitu : 
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a) Model Pendekatan Top-Down 

Van Meter dan Van Horn (1975), memandang implementasi kebijakan 
sebagai "those actions by public or provide individual-individual (or group) 
that are directed at the achievement of objectives set fourth inprior policy 
decision" (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat-pejabat 
atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 
pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan). 

Dalam teorinya, Van Meter dan Van Horn ini beranjak dari suatu 

argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan 

dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya 

keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk 

menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model 

konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja 

(performance) . 

Mereka mengaskan pendiriannya bahwa peru bahan, kontrol, dan 

kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur

prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka 

permasalahan yang perJu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan

hambatan apakab yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dan organisasi? 

Seberapa jauhkah tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme kontrol pada 

setiap jenjang struktur? (masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang 

paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan). Seberapa 

pentingkah rasa keterkaitan masing-masing orang dalam organisasi? (hal ini 

menyangkut masalah kepatuhan). 
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Alas dasar pandangan lersebul diatas, Van Meter dan Van Horn 

kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut : 

(2) Jumlah 	 masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan, (2) 

Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak 

yang terlibat dalam proses implementasi. 

Alasan dikemukakannya hal ini ialah bahwa proses implementasi itu akan 

dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu, dalam artian bahwa 

implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki 

relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap !ujuan terutama dari mereka 

yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. 

Hal lain yang dikemukakan kedua ahli di atas adalah bahwa jalan yang 

menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah 

variabel bebas (independent variable) yang saling berkaitan. 

Variabel-variabel tersebut adalah : (1) ukuran dan tujuan kebijakan; 

(2) sumber-sumber kebijakan; (3) ciri-ciri atau sifat badanlinstansi pelaksana; 

(4) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (5) 

sikap para pelaksana; dan (6) Iingkungan ekonomi sosial dan politik. 

b) Model Pendekatan Bottom-Up 

Smith (1994) memandang implementasi sebagai proses atau alur, melihat 

proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dim ana 

kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan 

atau perubahan. Smith mengatakan bahwa ada empat variabel yang perJu 
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diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu : 

(a) idealized policy adalah suatu pola interaksi yang diidealisasikan 

perumus kebijakan dengan tujuan mendorong, mempengaruhi, dan 

merangsang target group untuk melaksanakannya; (b) target group, 

yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat 

mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh 

perumus kebijakan. Karena target group ini banyak mendapat 

pengaruh dari kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola

pola perilakunya dengan kebijakan yang dirumuskan; (c) 

implementing organization, yaitu badan-badan pelaksana atau unit

unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab dalam implementasi 

kebijakan; (d) environmental factors, yaitu unsur-unsur di dalam 

lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (seperti 

aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik). 

c) Model Pendekatan Sintesis (Hybrid theories) 

Sabatier (1986) (lihat Parsons, 1997) mengkaji implementasi menuju 

suatu sintesis mengatakan bahwa tahap-tahap kebijakan (policy-stages) 

tidaklah membantu memahami proses pengambilan kebijakan, karena 

memilah-milahnya menjadi serangkaian bagian (section) yang sifatnya 

tidak realistis dan artifisial. Karena itu dari sudut pandang ini, 

implementasi dan policy-yang dimaking menjadi kesatuan proses yang 

sama. Kontribusi awalnya terhadap studi implementasi muncul bersamaan 
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dengan pertimbangan model Top-down yang ditulis bersama Mazmanian 

(1979). Frameworknya kemudian dimodifikasi sesuai dengan riset yang 

dilakukan Sabatier (1986) terhadap evaluasi kasus model Bottom-up 

seperti yang dikembangkan olen Hjern dan Porter yang mengatakan 

bahwa implementasi sebagai hubungan inter-organisasi. Sehubungan 

dengan hal ini, Sabatier mengemukakan bahwa Sintesis dati dua posisi 

(model Top-down dan Bottom-Up) tersebut dimungkinkan dengan 

mengambil wawasan dari Hjern dan Porter untuk dipakai pada dinamika 

implementasi inter-organisasi dalam bentuk-bentuk network, model top

down memfokuskan pada perhatian Institut dan kondisi sosial ekonomi 

yang menekankan perilaku. Sintesis ini disempurnakan melalui pemakaian 

konteks policy sub system yaitu semua aktor terlibat secara interaktif satu 

sarna lain dalam proses politik dan kebijakan, serta dibatasi oleh parameter 

yang relatif stabil dan kejadian diluar subsystem. Secara lebih jelas 

(lslamy, 2001) menyatakan bahwa policy subsystem adalah aktor-aktor 

kebijakan yang berasaI dari organisasi baik organisasi publik maupun 

privat secara aktif mengkaji dan mengkritisi suatu masalah kebijakan 

tertentu. Hal penting dati model implementasi kebijakan ini adalah 

kedudukannya sebagai bagian dari berkesinambungan dalam pengambilan 

kebijakan alau pendampingan para aktor kebijakan dengan berbagai 

elemen yang ada di masyarakat. 
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Dengan kata lain Advocacy Coalitions, adalah aktor-aktor dari 

berbagai organisasi pubUk dan privat yang memiliki serangkaian system 

kepercayaan yang berusaha merealisasikan tujuan bersama sepanjang 

waktu (Islamy,2001) 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

Daiam mengimpIementasikan kebijakan ada beberapa faktor yang berperan 

untuk menentukan apakah implementasi kebijakan tersebut dapat beIjalan dengan 

baik dan efisien atau tidak. 

a, Visi dan Misi 

(Lipsky M,1976) menjelaskan bahwa impiementasi adalah sesuatu yang 

melibatkan pengakuan bahwa organisasi mengandung keterbatasan manusia dan 

organisasional dan bahwa manusia dan organisasi harus dianggap sebagai 

sumberdaya. 

Dalam memperoleh pengakuan terhadap keberadaan organisasi atau inslansi 

misalnya dapat dilihat dad visi dan misi yang ada di dalam organisasi atau instansi 

tersebut. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus 

dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif; merupakan gambaran ke depan yang 

menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. 

Penyusunan visi pada hakekatnya merupakan upaya menggali gambaran bersama 

mengenai masa depan, berupa komitmen murni (tanpa paksaan) mengenai model 

masa depan organisasi yang harus di yakini dan menjadi milik seluruh anggota 
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organisasi. Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah agar tujuan organisasi dapat terJaksana dan berhasil dengan baik. Dengan 

misi, diharapkan seluruh anggota organisasi/pihak yang berkepentingan dapat 

memahami organisasinya, peran, program-prograrn serta hasil-hasil yang akan di 

capai organisasinya di masa yang akan datang. Suatu pernyataan misi secara ekspisit 

menyatakan apa yang harus di capai oleh suatu organisasi dan kegiatan spesifik apa 

yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut. Misi harns memperlihatkan 

secara jelas hal apa yang penting untuk organisasi dan apa tugas/kegiatan pokok 

organisasi terse but. 

Dalam kenyataan ada ketidaksepakatan mengenai implementasi visi dan 
mtSt yang akan menciptakan kebijakan. Kekaburan dan arnbiguitas tentang 
kebijakan dan ketidakpastian pelaksanaannya, prosedur yang kompleks, 
inkonsisten antara kekuasaan dan problem dan konflik yang berasal dari 
partisipasi publik aktivitas kelompok penekanan dan perselisihan konflik 
(Lewis dan flynn, 1978:5) 

Dari pendapat Lewis dan flyyn dapat diambil kesimpulan bahwa vis! dan misi 

menjadi tolak ukur terhadap penetapan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh 

implementator atau pemegang kekuasaaan kepada pubIik sebagai objek dari 

implementasi kebijakan tersebut 

b, Kemauan Politik 

Kemauan politik merupakan keinginan para pengatur kebijakan dalarn 

menetapkan dan rumuskan serta melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan 

yang telah ditetapkan dimana kemauan politik tersebut dapat berupa suatu produk 
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atau kebijakan. Kemauan politik melibatkan pihak eksekutif dan legislatif yang 

menjadi ujung tombak dalam pembuatan implementasi kebijakan. (Barrett dan 

Fudge,1981:25) mengatakan bahwa implementasi mungkin lebih baik dipahami 

dalam tern "kontinum kebijakan-tindakan" dimana proses interaktif dan negosiasi 

teIjadi disepanjang waktu antara mereka yang berusahan melaksanakan kebijakan dan 

mereka yang tindakannya tergantung pada pelaksanaan itu. 

(Davies,1991) mengatakan, Publik menawarkan keleluasaan setiap kali batas 

efektif kepada kekuasaan membuatnya bebas untuk menentukan pilihan diantara 

bertindak atau tidak bertindak. Mereka yang berada digaris depan pelaksanaan 

kebijakan memiliki keleluasaan dengan tingkat yang berbeda-beda dalam hal memilih 

aturan apa yang akan mereka gunakan untuk menerapkan kebijakan. Dengan kata lain 

implementasi kebijakan juga tergantung dari kemauan politik yaitu orang-orang atau 

pihak pembuat kebijakan tersebut. 

c, Kemampuan finansial 

Dalam mengimplementasikan kebijakan tentunya tidak terlepas dari peran 

kemampuan finansial, mengingat finansial menentukan terhadap pelaksanaan 

implementasi kebijakan dilapangan. Finansial. Kemampuan finansial ini mencakup 

seberapa besar kemampuan pemerintah. Analisis biaya sangat penting untuk 

mempertimbangkan semua kebutuhan biaya dan manfaat yang dihasilkan dari sebuah 

implementasi kebijakan. 
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Berbicara kemampuan finansial maka tidak terlepas dari permasalahan 

pembiayaan, dalam hal ini adalah kemampuan pemerintah kota Tanjungpinang dalam 

pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di kota Tanjungpinang. 

Sejak krisis moneter yang terjadi sekitar tahun 1997 telah meningkatkan jumlah 

penduduk miskin dan meningkatkan biaya kesehatan yang berlipat ganda, sehingga 

menekan akses penduduk terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan kesehatan. 

Untuk mempertahankan dan meningkatkan akses penduduk miskin terhadap 

pelayanan kesehatan Pemerintah semenjak tahun 1998 melaksanakan beberapa upaya 

pemeliharaan kesehatan penduduk miskin. 

Upaya pelayanan kesehatan penduduk miskin dimulai dari pengembangan 

Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) yang menyalurkan 

dana pelayanan penduduk miskin berbasis provider (supply oriented). Seiring dengan 

meningkatnya beban anggaran negara pada tahun 2000 telah disepakati untuk 

mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak BBM, sehingga sejak tahun 2001 hingga 

tahun 2004 diharapkan tanpa subsidi BBM membawa konsekuensi meningkatkan 

harga-harga barang. Pada akhirnya beban masyarakat belum seluruhnya 

tertanggulangi dengan program JPS BK, muncul beban daya beli masyarakat yang 

menurun. Pemerintah dalam mengantisipasi beban yang belum tertanggulangi 

kembali melaksanakan program baru, yaitu mengalihkan dana subsidi BBM yang 

dikurangi tersebut untuk pembiayaan bagi pemenuhan hak warga agar tetap sehat dan 

sej ahtera, terutama masyarakat miskin dan rentan. Program ini lebih dikenal dengan 
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Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Bidang Kesehatan (PKPS BBM 

BK). Selanjutnya dalam perkembangannya dikembangkan program pemeliharaan 

kesehatan penduduk miskin berbasis benefiary (demand oriented) berbentuk uji coba 

jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin yang lebih dikenal dengan Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK Gakin). 

Menurut Azwar (2002) melalui program PKPS BBM Bidang Kesehatan 

pemerintah telah melaksanakan kegiatan, antara lain 1) program bantuan dana 

operasional Puskesmas untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat miskin 

beserta transport rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit, 2) program bantuan dana 

operasional Bidan di desa untuk membiayai pelayanan kesehatan ibu dan anak dari 

keluarga miskin yang meliputi, pemeriksaan ibu hamil, pelayanan persalinan, nifas 

pelayanan kesehatan bayi barn lamr serta transport rujukan, 3) program bantuan 

perbaikan gizi bagi anggola keluarga miskin berupa pemberian makanan lambahan 

(PMI') pemulihan bagi ibu hamil dan banluan blended food bagi anak 4) bantuan 

dana untuk kegialan revilalisasi Posyandu. Sebagai sasaran atau penerima manfaat 

dari program PKPS BBM Bidang Kesehatan dipergunakan kriteria menurnt 

Departemen Kesehatan RI (2003), yaitu 1) keluarga tidak bisa makan 2 kali sehari. 2) 

keluarga lidak mampu mengobalkan anak/anggola keluarga yang saki! ke pelayanan 

kesehatan, 3) kepala keluarga terkena Pemutusan Hubungan Kelja (PHK) massal, 

serta 4) pada keluarga terdapat anak yang drop out sekolah karena masalah ekonomi. 

Perkembangan pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat 

miskin seiring dengan telah lerbilnya Sural KepulUsan Menleri Kesehatan RI Nomor 
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1241/Menkes/XI/2004 tentang Penugasan PT Askes (Persero) Dalam Pengeiolaan 

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, mengalami perubahan akibat 

adanya perubahan kebijakan tersebut, sehingga dalam penyelenggaraan di daerah 

yang selama ini melaksanakan program PKPS BBM Bidang Kesehatan menghadapi 

permasalahan diantaranya ada penduduk miskin yang mendapat jaminan 

pemeliharaan kesehatan antara Badan Pusat Statistik dengan jumlah penduduk miskin 

riil yang dilaporkan oleh Pemerintah Daerah. 

Menurut Azwar (2002), sistem pembiayaan kesehatan adalah salah satu dari 

sub sistem yang terdapat dalam sistem kesehatan, yang bersama-sama dengan sistem 

pelayanan membentuk sistem kesehatan secara keseluruhan. Secara sederhana sistem 

pembiayaan kesehatan merupakan perpaduan antara kebijakan dan mekanisme yang 

meliputi : 1) mobilisasi alokasi sena utilisasi dari berbagal sumber dana kesehatan 

yang ada di masyarakat, 2) tata cara pembiayaan pelayanan kesehatan, baik 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan maupun penerima jasa pelayanan kesehatan. 

Sistem pembiayaan kesehatan dinilai balk, apabila kebijakan dan mekanisme dapat 

menjamin sumber dana kesehatan, serta terselenggaranya dan teljangkaunya 

pelayanan kesehatan yang dibutuhkan secara optimal. 

Sistem pembiayaan kesehatan menurut Sulastomo (2002) dibedakan menjadi 

3 model, yaitu 1) model asuransi kesehatan sosial (sosial health insurance), 2) model 

asuransi kesehatan komersial (commercial health insurance) dan 3) model NHS 

(National Health Services). 
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Model asuransi kesehatan sosial berkembang di beberapa negara Eropa yang 

dirintis oleh Otto van Bismark di Jerman pada tahun 1882, model ini berkembang di 

Asia seperti Jepang, Korea, Taiwan dan Philipina. Kelebihan dari sistem asuransi 

kesehatan sosial adalah rendahnya biaya pelayanan dan memungkinkan cakupan 

universal (universal coverage). 

Model asuransi kesehatan komersial berkembang pesat di Amerika Serikat 

mulai 1910, karena pemerintah Amerika membatasi pertumbuban asuransi sosial 

untuk kecelakaan kerja dan asuransi kesehatan bagi orang tua saja (medicare). Model 

National Health Services dirintis oleh Pemerintah Inggris dan berkembang sejak usai 

perang dunia kedua, model ini hampir sarna dengan model asuransi kesehatan sosial 

yang memungkinkan cakupan universal. 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan akan 

meningkat apabiJa salah satu unsur sistem pembiayaan tidak dapat dioptimalkan atau 

lemah. Secara garis besar menurut Mukti (2004), sistem pembiayaan kesebatan dapat 

dibedakan menjadi 4 kelompok, yakni: 1) berupa sistem pelayanan kesehatan 

nasional (National Health Service) NHS seperti di Inggris dan Malaysia yang 

bersumber pembiayaannya bertumpu pada pajak, 2) sistem pembiayaan kesehatan 

yang diserahkan pada mekanisme pasar dengan asuransi kesehatan profit -komersial 

sebagai pilar utama seperti di Amerika, 3) sistem asuransi kesehatan sosial seperti di 

Jerman, Belanda, Perancis, Jepang, Korea dan Taiwan, 4) sistem pembiayaan 

kesehatan sosialis yang diterapkan di negara- negara sosialis-komunis seperti Rusia 

dan Cina. 
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Menurut Thabrany (2003) salah satu ukuran terpenting dari sistern 

pernbiayaan yang fair (adil) adalah bahwa biaya kesehatan dari kanlong perorangan 

tidak memberatkan penduduk yang membutuhkan peJayanan kesehatan. Aspek 

pembiayaan bidang kesehatan yang adil tersebut pada umumnya diartikan sebagai 

pembiayaan kesehatan dimana seseorang mampu mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai dengan kebutuhan medisnya dan membayar pelayanan tersebut sesuai dengan 

kemampuan ekonominya. Dalam hal ini tingkat sosial ekonomi tidak boleh menjadi 

suatu hambatan seseorang dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang dibuluhkan. 

Amerika menerapkan konsep ekuitas dalam skala besar yang mencakup seluruh 

penduduk atau cakupan universal. Inggris, Malaysia, Sri Langka, Hong Kong dan 

Selandia Baru menerapkan sistem kesehatan nasional (national health service) semu 

penduduk berhak memperoleh pelayanan di faslitas kesehatan tanpa membayar. 

Negara lain seperti Jepang, Kanada, Korea dan Australia menerapkan sistem asuransi 

sosial berupa asuransi kesehatan nasional, asuransi sosial nasional. Semua orang 

wajib mengikuti dengan iuran alau premi yang besarnya persentase tertentu dari 

penghasilan, semua orang akan mampu memenuhi kebutuhan medisnya (Thabrany, 

2003) 

Menurut Thabrany (2005) biaya kesehatan adalah masukan (input) finansial 

yang diperlukan dalam rangka memproduksi pelayanan kesehatan, baik yang bersifat 

promotif preventi! maupun yang bersifat kurati! rehabilitatif. Tidak ada dikotomi 

pembiayaan kesehatan untuk kegiatan promoti! preventi! dengan kurati! rehabilitatit, 

semua merupakan kegiatan berkesinambungan yang perlu dilaksanakan guna 
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meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Masukan finansial berupa dana dari 

pemerintah maupun masyarakat yang dihitung per unit pelayanan, jumlah uang yang 

dibelanjakan untuk memproduksi salu unit atau kelompok pelayanan merupakan 

biaya produksi pelayanan kesehatan. 

Biaya kesehatan berdasarkan jenis dan kompleksitasnya pelayanan kesehatan 

yang diselenggarakan atau yang dimanfaatkan, dapat dibedakan menjadi dua macam 

yaitu 1) biaya pelayanan kedokteran, adalah biaya yang dibutuhkan unluk 

menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kedokleran, yakni yang 

bertujuan untuk mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan penderita; dan 2) 

biaya pelayanan masyarakat. adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan 

dan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat yakni yang bertujuan untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta untuk mencegah penyakit (Azwar. 

1996). 

Menurut Azwar (1996) biaya kesehatan dapat ditinjau dari dua aspek. yakni 1) 

aspek penyedia pelayanan kesehatan, dan 2) aspek pemakai jasa pelayanan. Biaya 

kesehatan dari aspek penyedia pelayanan kesehatan, adalah besarnya dana yang harus 

disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Biaya kesehatan dari 

aspek pemakai jasa pelayanan, adalah besarnya dana yang hams disediakan untuk 

dapat dimanfaatkan jasa pelayanan. 

Pemahaman biaya kesehatan bagi penyedia pelayanan kesehatan, lebih 

menunjuk pada dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan upaya 

kesehatan, bagi pemakai jasa pelayanan pengertian biaya lebih menunjukkan pada 
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dana yang harns disediakan untuk memanfaatkan upaya kesehatan. 

Beberapa syarat pokok yang harns diperhatikan dalam pembiayaan kesehatan 

(Azwar, 1996), yaitu 1) biaya kesehatan harnslah tersedia daJam jumlah yang cukup 

dalam arti dapat dibutuhkan serta tidak menyulitkan masyarakat yang ingin 

memanfaatkannya 2) penyebaran dana harus sesuai dengan kebutuhan, 3) 

pemanfaatan, yailu sekalipun jumlah dan penyebaran dana baik, tetapi jika 

pemanfaatannya tidak mendapalkan pengaturan yang seksama, akan banyak 

menimbulkan masaJah, jika berkelanjutan akan menyulilkan masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan kesehatan 

Pada negara yang peranan pihak swasta sangat dominan, peranan pemerintah 

tetap ada, terntama daJam membiayai upaya kesehatan yang menyangkut kepentingan 

masyarakat banyak yang kurang mampu. Pembiayaan oleh pemerintah untuk 

pelayanan kesehatan mencakup pembelanjaan kesehatan pada selurnh tingkat 

pemerintah sena anggaran badan-badan usaha milik negara terutama pelayanan 

dengan karakteristik unluk kepentingan publik. 

Sumber biaya kesehatan secara umum menurut Azwar (1996) dibedakan 

menjadi 2 macam yaitu : 1) selurnhnya bersumber dari anggaran pemerintah, yakni 

tergantung dari bentuk pemerintahan yang dianut, ada negara yang bersumber 

pembiayaan kesehatannya sepenubnya ditanggung oleh pemerintah, pada negara 

seperti ini tidak ditemukan pelayanan kesehalan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah dan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma, 2) sebagian dilanggung oleh 

masyarakat, pada negara seperti ini masyarakal diajak berperan serta baik dalam 
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menyelenggarakan upaya kesehatan maupun pada saat memanfaatkan jasa pelayanan 

kesehatan. 

Sumber-sumber pembiayaan pelayanan kesehatan menurut World Health 

Orgnization / WHO (1993), terdapat 4 sumber utama, yaitu 1) pemerintah, 2) 

sumber-sumber swasta, 3) asuransi kesehatan dan, 4) sumber-sumber eksternal. 

Pembiayaan o1eh swasta untuk pelayanan kesehatan yang dapat berupa pembayaran 

langsung dan pembayaran tidak langsung. Pembayaran langsung yaitu pembayaran 

oleh individu dilakukan secara langsung kepada pelaku kesehatan, termasuk paktek 

swasta, pengobatan tradisional, dan apotik swasta. Pembayaran tidak langsung yaitu 

pembayaran pelayanan kesehatan oleh para karyawan (misalnya pembayaran o1eh 

industri swasta yang besar di negara-negara sedang berkembang atau tanggungan 

bersama biaya pelayanan kesehatan oleh karyawan di negara-negara industri), 

pelayanan kesehatan oleh karyawan dan pembiayaan kesehatan oleh lembaga non 

pemerintah lainnya seperti yayasan kemanusiaan lokal yang mencari dana untuk 

penyakit -penyakit tertentu. 

Alasan pemerintah menggalakkan pembiayaan swasta,1) pembiayaan 

kesehatan swasta merupakan cara memperbanyak sumber biaya tambahan untuk 

sektor pelayanan kesehatan, 2) sistem tarif pasar pelayanan kesehatan mungkin 

berperan meningkatkan efisiensi pengalokasian barang-barang dan pelayanan secara 

keseluruhan, 3) pembiayaan swasta pad a beberapa kasus dapat berfungsi sebagai 

pengganti pembiayaan oleh pemerintah untuk jenis pelayanan tertentu. 

Asuransi kesehatan adalah merupakan kombinasi sumber pembiayaan, oleh 
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karena menyatukan bantuan baik dari pihak yang memberi pekeIjaan maupun 

karyawan, dan juga dari pemerintah. Asuransi kesehatan ini merupakan sistem yang 

memungkinkan konsumen prospektif pelayanan kesehatan melakukan pembayaran 

kepada pihak ketiga dalam bentuk skema asuransi. Selanjutnya apabila menderita 

sakit pihak ketiga akan membayar pe\aku pelayanan kesehatan sebagian atau seluruh 

biaya yang diperlukan. 

Asuransi kesehatan dapat dibedakan menjadi 3 tipe utama yaitu 1) asuransi 

pemerintah atau sosial, sistem ini wajib atau secara sukarela menyediakan manfaat 

bagi orang-orang yang bekeIja di sektor formal. Premi atau bantuan biasanya 

berdasarkan pendapatan individu, tanpa memperhitungkan resiko sebenarnya, 2) 

asuransi swasta, mencakup kelompok-kelompok atau individu-individu yang bekeIja 

di sektor swasta melalui pembayar pihak ketiga. Nilai premi cenderung berdasarkan 

pengbitungan insidensi penyakit secara aktuarial dan utilisasi pelayanan., 3) asuransi 

berbasis pad a perusahaan, merujuk kepada orang-orang yang tidak termasuk pada 

asuransi swasta. Perusahaan atau badan swasta berlaku sebagai pihak ketiga atau 

pihak pengumpul uang dad karyawan yang memenuhi persyaratan berdasarkan status 

pekeIjaannya. Skema ini seringkali menjadi syarat dalam aturan tenaga keIja 

nasional. Asuransi kesehatan diuilai sebagai salah satu cara yang memungkinkan 

pemerintah untuk 1) dapat mendiversifikasi sumber pendapatan sektor kesehatan 2) 

meningkatkan efisiensi dengan cara memberikan peran kepada individu-individu 

dalam pembayaran pelayanan kesehatan dan 3) memeratakan beban biaya kesehatan 

menurut waktu dan populasi yang luas sehingga mengurangi resiko. 
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Sumber-sumber eksternal merupakan badan pembiayaan yang penling terutama 

bagi negara-negara sedang berkembang tertentu, yang pihak pemerintahnya tidak 

mampu mencukupi kebutuhan kesehatan, dan lidak memiliki komitmen pembiayaan 

dari sumber·sumber internal. Sumber-sumber eksternal terutama dari bantuan donor 

multilateral dan bilateral serta sebagian keeil oleh bad an-bad an non pemerintah. 

Pembiayaan kesehatan di Indonesia menurut Mukti (2004), sumber pembiayaan 

kesehatan dapat berasal dari pajak dengan berbagai jenis variasinya, asuransi 

kesehatan baik sosial maupun komersial, pinjarnan, tabungan, donatur kemanusiaan, 

sumbangan atau bantuan lain dan lain-lain. Banyak masalah peJayanan kesehatan 

yang dirasakan pada saat ini, diantaranya meningkatkan biaya kesehatan, hal ini 

dirasakan oleh siapapun baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Faktor

faktor yang berperan sebagai penyebab meningkatnya biaya kesehatan diantaranya 

(Azwar, 2002): 1) laju inflasi, 2) kemajuan ilmu dan teknologi kesehatan, 3) 

perubahan pola penyakit, 4) perubahan pola hubungan dokter dengan pasien, 5) 

perubahan pola pelayanan, 6) meningkatnya permintaan pelayanan kesehatan, dan 7) 

terlarnbatnya mengembangkan mekanisme kendali biaya kesehatan. 

Darnpak yang ditimbulkan dari makin meningkatnya biaya kesehatan adalah 

akses pelayanan kesehatan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat terutama 

masyarakat miskin. Indonesia dalarn mengatasi masalah ini banyak upaya yang 

dilaksanakan-, diantaranya dikenal konsep JPKM. JPKM adalah suatu eara 

penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripuma berdasarkan azas usaha 

bersama dan kekeluargaan yang berkesinarnbungan dan dengan mutu teIjamin serta 
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pembiayaan yang dilaksanakan secara pra upaya. JPKM merupakan cara 

penyelenggaraan kesehatan yang memadukan yaitu sub sistem pelayanan kesehatan 

dan sub sistem pembiayaan kesehatan. JPKM bertujuan untuk memelihara kesehatan 

para peserta, yang berpedoman pada prinsip paradigma sehat, yang berarti 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada JPKM bukan hanya menyembuhkan dan 

memulihkan kesehatan peserta, tetapi juga berkontribusi untuk meningkatkan derajat 

kesehatan dan mencegah peserta agar tidak saki!. 

Menurut Mukti (2000) prinsip-prinsip pembiayaan kesehatan harus 

memperhatikan beberapa unsur penting yaitu: 1) desentralisasi, oleh karena nuansa 

reformasi yang mengarah pada pemerintah daerah, 2) soIidaritas, yaitu semua 

masyarakat harus bergotong royong dan ikut memberikan andil dalam 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan, 3) subsidiaritas, dimana yang kaya membantu 

yang miskin, yang sehat membantu yang sakit, 4) efisiensi, dalam mengelola sumber 

daya kesehatan harus dilakukan secara efisiensi sehingga memberikan manfaat yang 

maksimal 5) keadilan, yaitu semua orang memiliki kesempatan yang sarna untuk 

mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis, dan 6) surplus 

revenue, dimana keuntungan yang diperoleh akan dikembalikan untuk peningkatan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Tujuan yang ingin capai dalam menjamin kesinambungan peyelenggaraan 

pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk penyempurnaan sistem pemibiayaan 

kesehatan menurut Azwar (2002) adalah untuk meningkatkan pemerataan, 

peningkatan mutu, efektifitas, efisiensi dan kesinambungan pelayanan kesehatan. 
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Reformasi sistem pembiayaan kesehatan tidak lerlepas dari berbagai aspek, seperti 

histori8, politis dan teknis dari 8uatu negara, yang pada akhimya akan mempengaruhi 

model sistem pembiayaan kesehatan. 

Pembuat kebijakan akan lebih mengarahkan pada pemerataan equity galiter 

atau equity liberatrian, termasuk juga pertimbangan vertical equity dan horizontal 

equity (Murti, 20(1). Disamping itu juga mempertimbangkan infrastruktur, penduduk 

yang bekelja formal, sena pendapatan penduduk, kesiapan sumber daya manusia, 

kullur dan budaya masyarakat setempat. 

4. Kebijakan Pelayanan Program Kesehatan Masyarakat Miskin 

Banyak variasi masalah definisi miskin di Indonesia, tergantung dari instansi 

mana yang menjadi rujukan. Badan Koordinasi Keluarga Bereneana Nasional 

(BKKBN) menggunakan pendekatan sosial dan ekonomi, sehingga keluarga miskin 

dikeJompokkan menjadi Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I, dengan ciri

ciri sebagai bedkut: 1) tidak dapat menjalankan ibadah menurut agamanya, 2) seluruh 

anggota keluarga tidak mampu makan dua kali sehari, 3) seluruh anggota keluarga 

tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian, 4) 

bagian terluas dad rumah berlantai tanah, 5) tidak mampu membawa anggota 

keJuarga ke sarana kesehatan. 

Menurut Badan Fusat Statistik (BPS) menetapkan kreteria miskin berdasarkan 

tingkat konsumsi makanan kurang dari 2.100 kalorilkapita/hari dan kebutuhan non 

makanan. Secara ekonomis BPS menetapkan penghasilan US $ 0,55 per hari sebagai 
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batas miskin di perkotaan dan US $ 0,40 per hari di pedesaan. 

Masalah kemiskinan berdasarkan definisi diatas menurut Rubi (cit. Thabrany, 

2005) pada umumnya masyarakat miskin di tandai oleh beberapa hal, yaitu : 

1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need) seperti 

pengan, gizi, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. 

2) Unproductiveness, ketidakmampuan melakukan usaha produktif. 

3) Inaccessibility, ketidakmampuan menjangkau sumber daya sosial dan 

ekonomi baik akibat rendahnya daya tawar (bargaining position) maupun 

keterbatasan modal, teknologi, dan sumber daya manusia. 

4) 	 Vulnerability, mudah jatuh dalam kemiskinan (rentan) akibat berbagai 

resiko seperti penyakit, bencana alam, kegagalan panen, dan sebagainya 

sehingga harus menjual aset produksinya. Kerentanan ini sering disebut 

poverty reckets atau roda penggerak kemiskinan. 

5) 	 No freedom for poor, tidak memiliki kepercayaan diri dan mental untuk 

terbebas dari kemiskinan. 

Kemiskinan di Indonesia digolongkan dua kelompok, yaitu: 1) Cronic 

proverty (kemiskinan kronik), yaitu kemiskinan yang teIjadi terus menerus dari tahun 

ketahun atau generasi ke generasi,2} Tramsient poverty (kemiskinan sementara), 

yaitu kemiskinan yang ditandai dengan penurunan pendapatan sementara sebagai 

akibat perubahan sikius ekonomi dan kondisi krisis lainnya (Thabrany, 2005). 

Menurut Suharto (2005) kemiskinan dapat dikategorikan menjadi ernpat, yaitu:1) 

kemiskinan absolut, 2) kemiskinan relatif, 3) kemiskinan kultural dan, 4) kemiskinan 
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struktural.Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diakibalkan oleh 

ketidakmampuan seseorang alau keiompok daIam memenuhi kebutuhan pokok, 

seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kemiskinan reiatif 

adalah keadaan miskin yang dialami individu atau keJompok dibandingkan dengan 

kondisi umum suatu masyarakat. 

Kemiskinan kultural mengacu kepada sikap, gaya hidup, nilai orientasi sosial 

budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan elos kelja alau 

masyarakal modern. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh 

ketidakberesan atau ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun 

ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau kelompok orang menjangkau 

sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. 

Melonjaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia akibat krisis ekcnomi 

tahun 1997, kondisi yang demikian menurunkan pendapatan per kapita dati US $ 

1000 menjadi US $ 400 pada akhir tahun 1998. Kemiskinan di Indonesia tersebut 

dapat dilihat dari empat dimensi pokok, yaitu: 1) knrangnya kesempatan untuk 

bekerja (lack of opportunity), 2) rendahnya kemampuan dalam berbagai sektor (low 

ofcapabilities), 3) kurangnya jaminan, terutama jaminan sosial seperti kesehatan (low 

level ofsecurity), 4) ketidakberdayaan (low ofcapacity or empowerment). 

Menurut Sahdan (2005) kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk: 1) 

memperoleh pekeljaan yang layak bagi kemanusiaan, 2) memperoieh perlindungan 

hukum, 3) memperoieh rasa aman, 4) memperoleh akses alas kebuluhan hidup 

(sandang, pangan dan papan) saling terjangkau, 5} memperoleh akses alas kebutuhan 
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pendidikan, 6) rnemperoleh akses atas kebutuhan kesehatan, 7) memperoleh keadilan, 

8) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan, 9) 

berinovasi, 10) rnenjalankan hubungan spriritualnya dengan Tuhan dan 11) 

berpartisipasi dalarn menata dan mengelola pernerintahan dengan baik 

5. Peran Stakeholder Dalam Kebijakan Kesehatan 

Peran stakeholder dalam kebijakan kesehatan yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai suatu responsivitas, yakni kemarnpuan dari lembaga atau 

instansi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas 

pelayanan kesehatan, dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. 

Menurut Siagian (2000), yang dimaksud responsivitas adalah sebagai bentuk 

kemampuan birokrasi dalam mengantisipasi dan menganggapi aspirasi baru, 

kebutuhan baru dan tuntutan baru dari masyarakat. Secara sederhana responsivitas 

dalam penelitian ini adalah adanya suatu keselarasan antara program dan kegiatan 

pelayanan langsung dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, hal ini secara langsung 

responsivitas menggarnbarkan kemampuan organisasi publik dalam menjabarkan 

tujuan terutarna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Menurut Setyawati dan Hessel (2005), bahwa responsivitas yang rendah 

ditunjukkan dengan ketiak selarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, 

hal ini menunjukkan kegagalan organisasi dalarn mewujudkan tujuan organisasi 

publik. Secara operasional responsivitas pelayanan publik dijabarkan menjadi 
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beberapa indikator yang meliputi, 1) lerdapat tidaknya keluhan dari pengguna jasa 

selama satu tahun lerakhir, 2) sikap aparal birokrasi dalam merespons keluhan dari 

pengguna jasa, 3) penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi 

perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang, 4) berbagai tindakan 

aparal birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa serta, 

5) penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang 

berlaku. Stakeholder dalam pengertian yang sederhana menurut Allen dan Kilvington 

(2004) adalah orang-orang alau kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan 

dalam sebuah kebijakan, program alau proyek, di sisi lain stakeholder dapat 

dinyalakan sebagai perseorangan, organisasi yang dapat menentukan suatu kebijakan 

di antaranya kebijakan yang berkailan dengan politik, keuangan, program 

kesejahleraan dan lain-lain. 

Stakeholder dalam suatu organisasi perlu memperhatikan masukan-masukan 

dari berbagai pihak, langkah-Iangkah yang dibutuhkan menurut Peach dan Robinson 

1997 (cit. Sakti, 2003) adalah : 1) identifikasi pihak yang berkepentingan, 2) 

pemahaman tuntulan masing-masing pihak yang berkepenlingan terhadap organisasi, 

3) rekonsiliasi luntutan-Iunlutan dan penelapan priorilas dan, 4) kondisi luntulan

luntutan dan elemen-elemen lain dari perusahaan. 

Masukan-masukan dari stakeholder dalam organisasi pelayanan kesehatan 

menurut Trisnantoro (cit. Muliaddin, 20(5) ditentukan oleh sifat-sifat stakeholder 

sendiri, antara lain : 1) bersedia menempuh fisiko oleh pengembangan organisasi 

pelayanan kesehatan, 2) bersifat pro aktif, 3) bersifat mendukung, 4) mempunyai 
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kepercayaan terhadap organisasi pelayanan kesehatan, 5) bersifat 

antusias/memperhatikan dan bersemangat tinggi terhadap organisasi pelayanan 

kesehatan, 6) terbukaltidak apreori terhadap ide perubahan dan inovasi·inovasi. Peran 

stakeholder merupakan kemampuan aparatur dalarn mencermati perubahan 

lingkungan termasuk perubahan kebutuhan, tuntutan publik dan kemajuan teknologi 

serta dapat merefleksikan dalam bentuk program dan pelayanan yang bervariasi 

kepada masyarakat. 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah keterlibatan stakeholder dalam 

keseluruh proses kebijakan akan mampu membuat kebijakan publik yang dapat 

mengakomodir kepentingan publik dan bukan kepentingan pembuat kebijakan. 

Proses kebijakan publik dalam praktek penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan 

stakeholder membuat kegiatan pemerintahan dan pembangunan menjadi lebih 

terbuka dan transparan bagi masyarakat luas. 

Menurut Nugroho (2004) ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan 

peran stakeholder yang berkaitan dengan kebijakan peJayanan kesehatan masyarakat 

miskin, yaitu apa yang akan terjadi sekiranya kebijakan yang ada atau sedang berjalan 

diteruskan, apa yang terjadi apabila isi kebijakan yang ada sekarang ini dirubah 

meniru kebijakan yang telah dipraktekkan ditempat lain, dan apakah kebijakan yang 

baru akan mendapatkan dukungan tokoh masyarakat khususnya para peJaku politik. 

Berkaitan dengan beberapa hal tersebut, tentunya dalam menyusun kebijakan 

bam tentunya perlu diperhatikan juga dengan adanya persepsi Pemda dan 

kemampuan keuangan daerah. Menurut Robbin (2003), menyatakan bahwa persepsi 
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adalah suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menginlerprestasikan 

kesan-kesan sensorinya untuk memberikan arti tertentu bagi Iingkungannya. Setiap 

orang memiliki pandangan atau persepsi yang berbeda walaupun terhadap benda yang 

sarna, hal ini ada 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu, 1) orang yang melakukan 

persepsi, yakni karakteristika individu atau orang yang mempengaruhi persepsinya 

terhadap benda yang diamati yang meliputi sikap, motivasi, minat, pengalaman dan 

harapan, 2) sasaran atau obyek dari persepsi yang diamati, yakni persepsi terhadap 

sasaran timbul ketika menghubungkan sasaran dengan benda lain, tanpa melihatnya 

secara terpisah dengan latarnya, dan 3) situasi atau konteks dimana terbentuknya 

persepsi, yakni situasi yang membentuk persepsi seseorang dapat melihat dari waktu, 

dan lingkungan dimana orang tersebut memberi arti terhadap obyek yang diamati. 

Uraian tersebut di atas memberikan pengertian bahwa persepsi merupakan 

suatu proses memperhatikan, menyeleksi dan menafsirkan stimulus lingkungan, 

dimana proses tersebut terjadi interprestasi seseorang berdasarkan pengalaman yang 

dial ami maupun stimulus yang datang padanya. Pemerintah Daerah pembuatan 

kebijakan tentu mempunyai persepsi yang disesuaikan dengan pengalarnan maupun 

harapan terhadap sesualu yang terjadi dengan aktivilasnya kesehariannya, terulama 

yang berhubungan dengan aktivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

Salah satu aktivitas yang berkaitan dengan respon pemerinlah daerah terhadap 

kebijakan nasional yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan adalah program 

jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. 
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6. Tanggapan dan Tuntutan Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan 

(Long,1994:162,175) mengatakan bahwa bukti tentang efektifitas dan hasil 

penekanan pada pemanfaatan impiementasi kebijakan yang dikeluarkan kepada 

publik harns diungkapkan melalui tanggapan atau evaluasi. Evaluasi yang 

dikeluarkan ketika kebijakan atau program sedang diimplementasikan merupakan 

analisis tentang seberapa jauh sebuah program diimplemenlasikan dan apa kondisi 

yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi tersebut. Oleh karena itu 

implemenlasi kebijakan memerlukan evaluasi formatif yang memonilor bagaimana 

cara program kebijakan tersebut dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik 

yang bisa berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi. 

Dari uraian singkat diatas mengenai tanggapan atau respon dari implementasi 

kebijakan yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh penguasa maka tanggapan atau 

respon publik juga memiliki peranan yang penting dalam menentukan atau 

meningkatkan implementasi kebijakan. 

B. Kerangka Berftldr 

Pembangunan kesehatan harns mempunyai prinsip dasar yang menjamin 

warga negara mempunyai hak yang sarna untuk memperoleh derajat kesehatan lebih 

baik, agar dapat bekerja dan hidup layak sesuai dengan martabat manusia. Pemerintah 

bersama-sama masyarakat ikut bertanggung jawab bersama dalam memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, untuk itu seluruh lapisan masyarakat 

dapat mengakses sarana pelayanan kesehatan. Pendanaan kesehatan bagi masyarakat 
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misldn selama ini bersumber dari pemerintah pusat melalui pelayanan kesehatan 

penduduk misldn dengan model JPSBK, PDPSE BK dan PKPS BBM Bidang 

Kesehatan. Keterlibatan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten!kota dalam 

pembiayaan kesehatan masyarakat misldn selama ini relatif rendah. Kondisi yang 

demildan dapat ditunjukkan dengan belum adanya kontribusi pembiayaan kesehatan 

masyarakat misldn dari Pemda Provinsi. 

Pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang belum merata baik dari sisi 

kualitas maupun kuantitas antara pelayanan kesehatan tingkat dasar dan pelayanan 

kesehatan tingkat lanjutan, memberikan aspirasi pemerintah mengeluarkan kebijakan 

untuk mengatasi permasalahan terse but melalui program jaminan kesehatan 

masyarakat misldn di lapangan muneul adanya ketidakselarasan antara program yang 

ditetapkan dengan munculnya ketidakpuasan pelaksanaan kebijakan dengan segala 

macam tuntutan kesehatan masyarakat miskin tidak berkepanjangan yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Menurut Rasyid (2000) dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas 

pemerintah daerah harns mempunyai kemampuan untuk mengatur kepentingan 

masyarakatnya, mempunyai kemampuan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan 

pemerintah pusat, dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dalam 

mengelola sumber pembiayaan pembangunan di daerah. Pada penyelenggaraan 

pemerintahan, baik stakeholder jajaran eksekutif maupun jajaran legislatif 

mempunyai cara pandang yang berbeda terhadap pelaksanaan otonomi daerah. 

Pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan didasarkan kepada otonomi yang luas, 
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dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi daerah. 

Pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan yang adil dan merata termasuk menjamin kesehatan masyarakat 

miskin sesuai dengan standar minimal yang disusun pemerintah pusat. 

Penerapan desentralisasi bidang kesehatan membutuhkan visi dan misi serta 

komitmen dari semua pihak terkait baik stakeholder jajaran eksekutif maupun 

legislatif serta masyarakat luas. Hal ini diperlukan dalam : (1) mencapai pemahaman 

yang sarna tentang pentingnya kesehatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, 2) meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat, dan 3) 

meningkatkan sumber pembiayaan, sumber daya manusia pelaksana, sarana dan 

prasarana (Depkes, 20(3).Departemen Kesehatan telah menyusun strategi dalam 

mempercepat pencapaian desentralisasi bidang kesehatan yang berkaitan dengan 

jaminan kesehatan masyarakat miskin, yaitu upaya membangun komitmen 

pemerintah daerah, legislatif, masyarakat, stakeholder lain dalam kesinambungan 

pembangunan kesehatan dan upaya perlindungan kesehatan masyarakat khususnya 

terhadap penduduk miskin, kelompok rentan dan daerah miskin. 

Upaya membangun komitmen pemerintah daerah, legislatif, masyarakat dan 

stakeholder dalam kesinambungan pembangunan kesehatan adalah untuk memastikan 

adanya komitmen yang kuat didaerah dalam keberhasilan penerapan desentralisasi, 

meningkatnya pemanfaatan pelayanan kesehatan dan meningkatnya peran serta 

masyarakat di bidang kesehatan. Upaya perlindungan kesehatan masyarakat 

khususnya terhadap penduduk miskin, kelompok rentan dan daerah miskin adalah 
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perlindungan kesehatan masyarakat dengan cara menggalang komilmen dari semua 

pihak terkait (stakeholder), tersedianya dana dari berbagai sumber, meningkatkan 

efisiensi anggaran. Berdasarkan kerangka teori pad a bab 2 dapat dijeiaskan, bahwa 

penelitian ini menitik beratkan pada faklor-faktor yang berperan dalam implementasi 

kebijakan program jaminan kesehatan masyarakat miskin di kola Tanjungpinang 

Visi dan Misi 

Kemauan politik 

Kemampuan 
Finansial 

Implementasi 
Kebijakan Program 
Jaminan Kesehatan 
Bagi Masyarakat 
Miskin 

Tuntutan Masyarakat 

C. Definlsi Operasional 

Agar konsep dapat diteIiti, maka konsep terse but hams dioperasionalisasikan 

dengan mengubahnya menjadi variabel. Definisi operasional adalah unsur peneliti 

yang menggambarkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain 

Definisi oprasional adalah suatu informasi ilmiah yang dapat membantu peneliti lain 

yang hendak menggunakan variabel tersebut dilakukan. Definisi operasional dan visi 

dan misi, kemauan politik dan kemampuan finansial serta tuntutan masyarakat pada 
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penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. 	 visi dan misi KOla Tanjungpinang terhadap implementasi 

kebijakan program jaminan kesehatan masyarakat miskin di kota 

Tanjungpinang yang mengarah kepada pandangan dan telaah 

pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakankannya 

terhadap program jaminan kesehatan masyarakat 

b. 	 kemauan politik menjadi media didalam mewujudkan kebijakan 

dibidang kesehatan pada akhirnya media inilah yang akan 

digunakan dan dijadikan sebagai pengbasil produk dari sebuah 

kebijakan komitmen menjadi kunci daTi kemauan elit politik untuk 

mau menghasilkan sebuah produk kebijakan. 

c. 	 Kemampuan finansial adalah suatu alat Ukur yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa jauh kemampuan suatu intansi atau 

organisasi dalam menjalankan implementasi kebijakan sebingga 

akan timbu] fakta diJapangan yang didukung dengan rasionalitas 

suatu program dalam menciptakan tujuan atau sasaran dari 

program tersebut artinya apakah kemampuan finansial akan 

berbanding sama atau seimbang dengan produk yang dihasilkan. 

d. 	 Tuntutan masyarakat merupakan sikap baik dari impelementasi 

kebijakan yang diukur dari visi dan misi, kemauan politik dan 

kemampuan finansia] sehingga akan mengbasilkan respon atau 

tanggapan yang mengarah kepada dua basil yaitu respon dan 
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tanggapan masyarakat yang bersifat positif terhadap implementasi 

kebijakan apabiJa kebijakan yang diimplementasikan selaras dan 

searah serta rnendukung pemenuhan kebutuhan rnasyarakat secara 

umum serta mau dan mampu mendengar aspirasi dan tuntutan 

terhadap perbaikan peningkatan kualitas kebijakan, sebaliknya 

tanggapan atau respon masyarakat akan bersifat negatif apabila 

kebijakan yang diimplementasikan tidak mewakili kebutuhan 

masyarakat dan lidak peka terhadap tuntutan dan aspirasi 

rnasyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan sikap apatis dari 

masyarakat sebagai pengguna atau sasaran dari kebijakan tersebut. 

Dari uraian di atas maka dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk 

menggambarkan peran visi dan misi, kemauan politik dan kemampuan finansial serta 

luntutan masyarakat terhadap implementasi kebijakan program jaminan kesehatan 

bagi masyarakat miskin di kota Tanjungpinang 
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BABIII 


METODE PENELITIAN 


A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskripti/, penelitian ini dengan pendekatan 

kualitati/ dengan maksud hasil penelitian ini akan memberikan gambaran atau 

mendiskripsikan secara sistimatis, aktual dan akurat terhadap objek yang akan dileliti. 

MelOde diskriptif merupakan sualu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk 

pengukuran yang cermal terhadap fenomena lerlenlu. 

Menurut Nawawi (1983:63) bahwa melode diskriplif adalah sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan 

subjek alau objek penelilian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada 

waklu alau saal sekarang dan berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana 

adanya. 

Berdasarkan pendapat tersebut di alas maka penulis akan melakukan 

penelitian lerhadap Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Bagi 

Masyarakal Miskin di Kola Tanjungpinang. Dalam penelilian ini penulis langsung 

terjun ke lokasi unluk melakukan penelitian unluk menelili pada kondisi objek yang 

dial ami dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. 

B. Populasi dan Sampel 

Unil analisis dalam penelilian ini adalah Kota Tanjungpinang, dengan 

pemilihan Key In/orman. SUbjek penelilian key in/orman digunakan dalarn rangka 
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mencari data primer melalui penjelasan-penjelasan hasil wawancara secara mendalam 

kepada pihak- pihak yang berhubungan dengan tujuan penelitian seperti Kepala Dinas 

Kesehatan Kota Tanjungpinang, Kepala Tata Usaha Dinas Kesehatan Tanjungpinang, 

Sekko Tanjungpinang Drs. Gatot Winoto, Lia (Kasi Bidang Pelayanan Kesehatan 

Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang) serta Tokoh-tokoh Masyarakat Kota 

Tanjungpinang antar lain Dr. Rosmawi Arifin (Pensiunan Kepala Dinas Kesehatan), 

Abdul Razak A.B. (Mantan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang), Saleh Ahmad (Ketua 

Forum dialog Masyarakat Tanjungpinang), Riswan Efendi (Tokoh Persatuan Pemuda 

Kota Tanjungpinang) 

C. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan wawancara. 

Instrumen yang dipergunakan berupa panduan wawancara mendalam, dan selama 

proses wawancara dilakukan pencatatan dan direkam dengan menggunakan tape 

recorder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelusuran dokumen 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Tahap Awal. 

Pad a tahap awal meliputi pengurusan perijinan kepada lembaga atau instansi 

yang terkait dalam penelitian, yaitu Pemerintah Kota Tanjuungpinang dalam hal ini 

adalah Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Kepala Tata Usaha Dinas Kesehatan 

Kota Tanjungpinag, dan Tokoh-tokoh Masyarakat Kota Tanjungpinang 
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2. Tahap Pelaksanaan. 

T abap pelaksanaan meliputi pengumpulan data primer melalui wawancara 

mendalam dengan responden, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

Wawancara dengan Informan dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang 

rencananya akan dilakukan di ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan kota 

Tanjungpinang, Wawancara dengan Kepala Tata Usaha Dinas Kesehatan kOla 

Tanjungpinang, Wawancara dengan Tokoh-tokoh Masyarakal Kota Tanjungping. 

3. Tabap Penyusunan !.aporan. 

Selanjutnya dilakukan pengolahan data dan analisis data. Hasi! analisis data 

kemudian dilakukan penyusunan laporan hasil penelitian, konsultasi dengan 

pembimbing mengenai hasil penelitian dan seminar hasil untuk penyempurnaan hasil 

penelitian. 

E. Analisis Data 

Penelitian kualitatif menekankan pada analisis secara induksi, sehingga data 

yang dikumpulkan bukan untuk mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan 

sebelum penelitian dilakukan tetapi data dikumpulkan dan dikelompokkan dalam 

pola, tema atau katagori untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut 

bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian serta dapat dijadikan 

sebagai temuan-Iemuan penelilian yang bermanfaat. Sementara analisis data 

dilakukan secara terus menerus selama masa peneiitian. 
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BABV 


SIMPULAN DAN SARAN 


A.Simpulan 

Pemerintah Kota Tanjungpinang memberikan perhatian serius terhadap 

masalab. kesehatan khususnya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, oleh 

karena itu pemerintah kota Tanjungpinang membuat kebijakan yang dapal 

mengakomodir kepenlingan tersebut dengan melakukan pendalaan masyarakat 

misldn, melalui penerbitan Sural Keterangan Tidak Mampu SKTM sebagai dasar 

rujukan kepada rumah saldt terkait yang diperuntukkan kepada masyarakat misldn. 

Sasaran implemenlasi kebijakan pemerintah dalam program jaminan kesehatan bagi 

masyarakat misldn di kOla Tanjungpinang pada lahap berikulnya yaitu dengan 

melakukan sosialisasi terhadap program askes sebagai produk dari program jaminan 

kesehatan masyarakat miskin mulai dati kreleria sampai pada prosedur penanganan 

pasien rujukan askes kepada masyarakat khususnya masyarakat misldn yang telah 

terdata oleh pemerintah. Subslansi implementasi kebijakan program jaminan 

kesehalan bagi masyarakat misldn di kota Tanjungpinang melipuli visi dan misi, 

kemauan politik, kemampuan finansial, tuntutan masyarakat, serta menggali faktor 

penghambal dan pendukung. 

1. 	 Implementasi dari visi dan misi pemerinlah kota Tanjungpinang terhadap 

program jaminan kesehatan bagi masyarakat misldn telah mencerminkan 

adanya komitmen terhadap pengembangan jaminan kesehatan masyarakat, hal 

ini dibuktikan dengan menempalkan kesehatan sebagai salah salu prioritas 
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pembangunan kola, dengan cakupan jaminan peme!iharaan kesehatan 

keluarga miskin dan rentan sebagai indikator kinerja 

kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota 

Tanjungpinang. Pemerintah kota Tanjungpinang terus berupaya untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap rnasyarakat miskin. Komitimen 

ini dituangkan kedalam indikator kinerja melalui Rensra dan Renja yang 

membidik secara tegas masalah jaminan kesehatan bagi rnasyarakat miskin. 

Hal ini dapat dilihat pada dinas kota Tanjungpinang tahun 2006-2010 yaitu : 

Mengoptirnalkan Kinerja SDM yang ada, Peningkatan kualitas/kuantitas 

safana dan prasarana kesehatan yang ada, Peningkatan kemampuan petugas 

pelayanan kesehatan rnasyarakat, Tingkatkan kesadaran masyarakat untuk 

melaksanakan pola hidup bersih dan sehat, Tingkatkan kualitas dan kuantitas 

prasarana serta sarana sanitasi lingkungan, Tingkatkan kerjasama !intas 

sektoraVprogram untuk menciptakan lingkungan Kota yang bersih dan sehat. 

2. 	 Dari segi kemauan politik, irnplernentasi kebijakan program jarninan 

kesehatan bagi masyarakat miskin di kota Tanjungpinng dibuktikan dengan 

ditetapkannya SK Wali KOla Nomor 38 tahun 2008 tentang Pemegang kartu 

peserta program jaminan kesehatan masyarakat rniskin, dan rencana 

pengembangan program jaminan kesehatan masyarakat miskin dan kelornpok 

rentan serta dengan giat melakukan sosialisasi tentang asuransi kesehatan 

sosial . 
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3. 	 Implementasi program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dari segi 

kemampuan finansial dapat dilihat dari peningkatan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) kota Tanjungpinang periode tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2008 mengalami kenaikan sekilar Rp 86.315.000,- atau sekitar 

32% (Rp 184.145.000,- pada tahun 2007 dan Rp 268.460.000,- pada tahun 

2008). Selanjutnya apabila asumsi perhitungan dihitung secara keseluruhan 

dengan jumlah peserta program jaminan kesehatan periode tahun 2007 dan 

periode tahun 2008 sebanyak 25.988 jiwa dengan tanggungan Rp 

5000/jiwa/bulan, maka akan didapat peroleban keseluruhan jumlab dana yang 

dibutuhkan setabunnya sebesar Rp.l.559.280.000,-. Dengan biaya bantuan 

dari pusat untuk program ini sebesar Rp 436.137.999,- maka ada gambaran 

peningkatan peran daerah dalam bai pembiayaan . 

4. 	 Tuntutan masyarakat terbadap pelayanan kesebatan masyarakat miskin di kota 

Tanjungpinang adalah penetapan kriteria masyarakat miskin yang tegas dan 

sesuai dengan kondisi kota Tanjungpinang dan kualitas pelayanan kesehatan 

baik di Puskesmas maupun di rumah sakit rujukan perlu ditingkatkan. 

5. 	 Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan jaminan kesehatan 

masyarakat miskin adalah ketersediaan anggaran yang tidak memadai dan 

rendahnya pemahaman asuransi kesehatan oleh masyarakal, rendahnya 

komunikasi pada instansi terkait dalam penanganan masalah kemiskinan serla 

jumlah SDM yang masih kurang dalam melakukan pelayanan kesehatan. 

Sedangkan faktor pendukung dalam jaminan kesehatan masyarakat miskin 
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adaIah adanya kewenangan daerah untuk mengembangkan jaminan kesehatan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. 
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B. Saran 

Terbitnya Sural Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 

38 Tahun 2008 tentang peserta program jaminan kesehatan masyarakat miskin yang 

dijamin pembiayaan kesehatannya oleh pemerintah, mestinya diikuti dengan langkah

langkah kongkrit untuk mempercepat universal coverage, yaitu: 

1. 	 melakukan upaya peningkatan jumlah dana yang dialokasikan untuk 

pembiayaan program jaminan kesehatan masyarakat miskin di kota 

Tanjungpinang sebagai bentuk keseriusan dan komitmen pemerintah dalam 

program jaminan kesehatan 

2. 	 Adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan khususnya 

pemahaman terhadap standarisasi pelayanan maksimal lanpa membeda

bedakan jenis pasien dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Selain ilu juga 

melakukan perekrulan petugas kesehatan sehingga ada keseimbangan anlara 

jumlah petugas pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk di Kota 

Tanjungpinang termasuk peningkalan sarana dan prasarana kesehalan seperti 

rumah sakil dan fasilitasnya 

3. 	 mengingat kemampuan flllansial pemerintah kota Tanjungpinaang masih 

belum memadai perlu adanya pembiayaan alternatif untuk mendukung dan 

menunjang pembiayaan program jaminan kesehatan masyarakat miskin 

misaInya dengan melakukan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta 

sebagai bentuk tanggungjawab sosial pihak swasta kepada masyarakat 

khususnya yang berasa diwilayah operasi kegiatan usahanya 
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Lampiran 1 
Petunjuk Wawancara Mendalam : 

1. 	 Memperkenalkan diri kepada responden, mengemukakan maksud dan tujuan 

pengumpulan data, meminta persetujuanlkesediaan dan ucapan terima kasih untuk 

menjadi respond en. 

2. 	 Menjelaskan bahwa jawaban tidak dinilai benar atau salah karena wawancara ini 

untuk kepentingan penelitian saja. 

3. 	 Semua hasil pendapat, saran, komentar, pengalaman dan identitas responden akan 

dijamin kerahasiaannya. 

4. 	 Meminta ijin kepada responden, bahwa selama wawaneara dilakukan, direkam 

pada tape recorder untuk membantu melengkapi catatan pewawancara. 

5. 	 Melakukan wawancara sesuai dengan kesepakatan. 

6. 	 Menyimpulkandan menklarifikasi hasil wawancara dengan responden 

7. 	 Mengakhiri wawancara dengan mengucapkan terima kasih 

Data Responden : 
A. 	 Nama Lengkap 

B. 	 Dinas I Instansi 

C. 	 Jabatan 

D. 	 Alamat 

E. 	 Tanggal Wawancara : ................. "".".... " .... "." ... " 


F. 	 Waktu Wawancara: PukuL........... s/d ............... .. 


G. 	 Kode Responden : 
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Panduan Wawancara 

A. 	 Visi dan Misi 

I. 	 Bagaimana pandangan Bapak terhadap Visi dan Misi Kota Tanjungpinang daIam 

penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat miskin ? 

2. 	 Bagaimana Menurut Bapak, bahwa isu kesehatan itu dianggap tidak strategis, 

kesehatan bukan komoditi poUtik yang dapat dijual kepada publik ? 

3. 	 Bagaimana harapan dan keberpihakan visi dan misi Pemerinlah Kola 

Tanjungpinang dalam menjamin kesehatan masyarakat miskin 

B. Kernauan PoUtik 

I. 	Bagaimanakah respon Pemerintah Kola Tanjungpinang terhadap kebijakan 

jaminan kesehatan masyarakat miskin ? 

2. 	 Sebagai Konsekuensi penyelenggaraan Otonomi daerah adalah pelimpahan 

wewenang dan tanggungjawab kepada pemerintah daerah termasuk kesehatan 

masyarakat miskin, bagaimana menurul anda ? 

3. 	 Program jaminan kesehatan masyarakat miskin selama ini melalui dana dari 

pusat, apabila progam bantuan dari pusat tersebut berakhir atau mengalami 

kekurangan dari segi jumlah bantuan, menurut Bapak langkah apa yang diambil 

oleh Pemerintah Kola Tanjungpinang untuk menjamin kesinambungan 

pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin ? dan progam apa yang 

diinginkan Pemerintah Kola Tanjungpinang terhadap jaminan kesehatan 

masyarakat miskin? 
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C. 	Finansial 

1. 	 Bagaimana menurut Bapak tentang kemampuan keuangan Daerah sekarang secara 

keseluruhan, apakah dan sektor kesehatan cukup memadai, bagaimana dengan 

pembiayaan kesehatan pada masyarakat miskin ? 

2. 	 Diharapkan pembiayaan dan pengelolaan kesehatan masyarakat di kota 

T anjungpinang dapat lebih efektif dan efisien , maka perlu dikembangkan sistim 

pembiayaan kesehatan yang dapat menjamin kesehatan bagi masyarakat miskin, 

menurut Bapak, bagaimanakah potensi pelaksanaan pembiayaan kesehatan 

dengan sistim asuransi kesehatan sosial tersebut benar-benar dibutuhkan di kota 

Tanjungpinang ? 

3. 	 Menurut Bapak, apakah perlu diterbitkan Perda atau SK dan WaH Kota yang 

mengatur pola pengelolaan program jaminan kesehatan sosial ? 

4. 	 Apabila progam kesehatan masyarakat miskin mengikuti mekanisme asuransi 

kesehatan sosial diterapkan di kota Tanjungpinang, apakah perlu suatu badan 

khusus yang menge10la program terse but ? 

D. 	 Tuntutan Masyarakat 

I. 	 Selama ini Kreteria masyarakat miskin yang dipergunakan dalam penetapan 

masyarkat miskin di kota Tanjungpinang dikatakan tidak sesuai dengan kondisi 

dengan masyarkat kota Tanjungpinang, bagaimana menurut Bapak ? 

2. 	 Menurut Bapak seperti apa tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

jaminan kesehatan di kota Tanjungpinang ? 

3. 	 Menurut Bapak dukungan dan peran serta seperti apa yang diharapkan dari 

masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat miskin di kota 

Tanjungpinang? 
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4. 	 Bagaimana menurut Bapak apabila ada masyarakat miskin di kota Tanjungpinang 

yang tidak mempunyai kartu berobat membutuhkan pe\ayanan kesehatan rujukan 

ke rumah sakit tetapi mereka mampunyai SKTM ? 

E. 	 Hambatan, Dukungan, Saran dan Harapan 

L 	 Menurut Bapak, faktor-faktor apa saja yang berpotensi menghambat dan 

mendukung penyeJenggaraan jaminan kesehatan masyarakat miskin di kota 

Tanjungpinang? 

2. 	 Saran apa yang akan Bapak berikan dalam Pelaksanaan program Jamman 

kesehatan bagi masyarkat miskin di kota Tanjungpinang ? 

3. 	 kebijakan apa yang akan diambil oleh kota Tanjungpinang dalam menjamin 

kelangsungan peJayanan kesehatan masyarakat miskin ? 
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Lampiran 2: Interpretasi Pertanyaan 

NO TOPIK PERTANY AAN 	 INTEPRETASI 
T0I!ik Visi dan MisiA. 

l. Menyentuh kebutuhan masyarakat 
penyelenggaraan jaminan 
Visi dan Misi terhadap I. 

miskin. 

kesehatan masyarakat miskin 
 2. 	 Menanamkan bahwa kesehatan 

merupakan modal dan investasi bagi 
masyarakat miskin agar lebih produktif. 

3. 	 Menjamin masyarakat miskin untuk 
mendapatkan akses pelayanan kesehatan. 

4. 	 Pemerintah kota mempunym perhatian 
dan mendukung adanya kepastian 
jaminan kesehatan bagi masyarakat 
miskin. 

1. Kesehatan sebagai kebutuhan dasar dan 
kesehatan sebagai isu stategis 

2. Tanggapantentangisu 
menjadi komoditi politik paling stralegis 
dalam pembangunan. i 

2. 	 Kesehatan mempunyai selling point yang 
kuat dalam menetapkan prioritas 
pembangunan. 

3. 	 Kesehatan se bagai salah satu indikator 
yang ada dalam minimum development 
index. 

3. Keberpihakan dan harapan Visi I. Visi dan Misi Pemerintah Kota 
dan Misi Pemerintah Kola Tanjungpinang memprioritaskan 

pembangunan berbasis masyarakat 
termasuk masyarakat miskin 

i 

T(jllik Kemauan Politik 	 !B. 
Responsivitas Pemerintah Kola I. Jaminan kesehatan masyarakat miskin 
terhadap kebijakan jaminan 

I. 
dan kelompok rentan dijadikan salah satu 

kesehatan masyarakat miskin. indikator dalam kebijakan umum 
anggaran pembangunan. 

2. 	 Pemerintah Kola memberikan 
jaminan/kepastian pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat miskin dan 
memberikan dukungan kepada unit 
pelayanan kesehatan dasar seperti 
Puskesmas. 

3. 	 Pemerintah kota melaksanakan program 
yang bersifat nasional dan ikut 
bertanggungjawab dalam pembiayaan 
dan dalam p~l1gawasan. 
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Peran otonomi Daerah terhadap 1. Pemerintah Kota melaksanakan 
: jaminan kesehatan masyarakat kewenangan yang telah diserahkan oleh 
. miskin. Pemerintah Pusat kepada daerah yaitu 

urusan wajib bidang kesehatan dan 
mengembangkan jaminan kesehatan 
sosial. 

2. 	 Pemerintah Kota Tanjungpinang 
memprioritaskan jaminan kesehatan 
masyarakat miskin dalam pembangunan 
kota. 

3. 	 Pemerintah kota Tanjungpinang mengacu 
pada program nasional memilih asuransi 
kesehatan sebagai model jaminan 
kesehatan masyarakat miskin. 

4. 	 Pemerintah kota Tanjungpinang dalam 
menyusun kebijakan jaminan kesehatan 
masyarakat miskin memperhatikan isi 
kebijakan, tatalaksana kebijakan dan 
budaya hukurn yang sesuai kondisi yang 
ada. 

1. Asuransi kesehatan sebagai altematif 
pemerintah kota terhadap 

3. 	 • Program yang diinginkan 
pembiayaan kesehatan masyarakat miskin . 

jaminan kesehatan masyarakat yang bisa dikembangkan untuk menjaga . 
miskin. sustainabilitas. 

2. 	 Premi asuransi kesehatan masyarakat 
miskin disubsidi oleh pemerintah kota. 

3. 	 Meneruskan dan mengembangkan 
asuransi kesehatan bagi masyarakat 
miskin. 

4. 	 Menjamin kelangsungan 
penyelenggaraan jaminan kesehatan 
masyarakat miskin sesuai dengan 
komitmen yang dibuat antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah . ........... 


Topik Finansial C 
Kemampuan keuangan daerah, L Anggaran daerah belurn cukup memadai, 
pembiayaan sektor kesehatan 

I. 
surnber anggaran daTi APBD dan Dana 

dan pembiayaan kesehatan Pusat dan dana dari pihak swasta 

masyarakat miskin. 
 2. 	 Anggaran Kesehatan Masyarakat Miskin 

telah dianggarkan dalam APBD namun 
jumlahnya kurang memadai. 

3. 	 Pemerintah kota Tanjungpinang 
menyediakan anggaran bagi masyarakat 
miskin yang helurn mendapatjaminan 
dari PT.ASKES. 

4. 	 PAD dapat digali daTi macam-macam 
sumher yang ada di TanjungQinang. 

Potensi pengembangan asuransi I. Pengembangan jaminan sosial 

kesehatan sosial. 


2. 
masyarakat miskin dikembangkan 
dengan model asuransi kesehatan sosial. 

2. 	 Perhitungan premi dipakai patokan awal 
seperti askeskin yang dikelola PT.askes 
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3. Regulasi program asuransi 
kesehatan sosial. 

4. Barlan penyelenggara asuransi 
kesehatan sosial 

T1IBtutan MasyarakatD. 

Penetapan kriteria masyarakat 
miskin 

1. 

2. 
 Pelayanan kesehatan 

masyarakat di Puskesmas dan 

Rumah Sakit. 


3. 	 Sumber pembiayaan dimungkinkan 
memobilisasi dana dari PAD! APBD, 
pihak swasta sebagai bapak asuh, pajak 
industri dan anggaran pusat seperti dari 
DAU. 

4. 	 Pengembangan awal sekitar 25 % 
penduduk Tanjungpinang di proteksi 
dengan asuransi kesehatan sosial. 

1. 	 U ntuk mengatur asuransi kesehatan sosial 
di kola Tanjungpinang diperlukan 
Peraturan Daerah atau Peraturan 
Walikota. 

2. 	 Didalam Perda mengatur tarif dokter 
praktek swasta sebagai jaringan pemberi 
pelayanan. 

I. 	 Pemerintah kOla Tanjungpinang untuk 
sementara tahap awal memilih 
PT.ASKES sebagai Badan 
Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan 
SosiaL 

2. 	 Pemerintah kota Tanjungpinang 
berkeinginan mengelola sendiri Asuransi 
Kesehatan Sosial dengan membentuk unit 
khusus setelah ada tenaga yang 
mempunyai kompetensi bidang asuransi. 

l. 	Penetapan masyarakat miskin 
dipergunakan kriteria dari BPS dan 
BKKBS (BKKBN). 

2. 	 Pemerintah kota membutuhkan tim 
perumus atau tim verifikasi masyarakat 
miskin sesuai kondisi kota 
Tanjungpinang yang dikoordinasi oleh 
Bappeko dengan bagian Sosial. 

3. 	 HasH penetapan kriteria masyarakat 
miskin sebagai suatu kebijakan 
pemerintah Kota Tanjungpinang yang 
dapat dipakai sebagai acuan bagi dinas· 
dinaslinstansi yang mempunyai program 
yang berkaitan dengan masalah 
kemiskinan. 

4. 	 HasH penetapan kriteria masyarakat 
miskin disosialisasikan agar semua 
masyarakat Tanjungpinang mengetahui 
dan menerima kebijakan pemerintah kota 
Tanjungpinang (SK Wali Kota Nomor 38 
Tahun 2008) 

I. 	 Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan 
Rumah Saki I masih ada keluhan, belum 
memuaskan dan periu ditingkatkan. 
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Peran serta masyarakat dalam 
penyeJenggaraan jaminan 
kesehatan masyarakat miskin. 

3. 

4. Pelayanan kesehatan rujukan 
bagi pemegang SKTM di 
Rumah Sakit. 

2. 	 Dalam menjamin akses pelayanan 
kesehatan masyarakat miskin dianjurkan 
tidak ada penolakan terhadap orang 
miskin. 

3. 	 Puskesmas dan Rumah Sakit melakukan 
sosialisasi tentang prosedur pelayanan, 
peraturan jam pelayanan kesehatan. 

4. 	 Petugas pelaksana baik di Puskesmas dan 
Rumah Sakit melaksanakan pelayanan 
kesehatan sesuai dengan aturan jam kerja 
dan menunjukkan sikap yang baik dan 
wajar. 

J. 	 Masyarakat memenuhi hak dan 
kewajibannya, masyarakat miskin 
memperoleh hak berobat dengan cuma
cuma dan kewajibannya mentaati 
peraturan yang ada. 

2. 	 Masyarakat yang mampu peduli terhadap 
orang lain, mendukung dan membantu 
pemerintah dalam pembangunan untuk 
kepentingan masyarakat miskin. 

3. 	 Masyarakat terlibat dalam menetapkan 
dan melaksanakan kebijakan jaminan 
kesehatan masyarakat rniskin. 

l. 	Memerlukan koordinasi antara 
pemerintah Kota, pemerintah Provinsi, 
PT.askes dan RSVD Maupun RSVP. 

2. 	 Ada informasi, sosialisasi dan 
komunikasi tentang pedoman 
pelaksanaan jaminan kesehatan 
masyarakat miskin secara internal kepada 
seluruh pelaksana di RSVP. 

3. 	 Ada informasi bahwa program jaminan 
kesehatan masyarakat miskin menjamin 
semua masyarakat miskin termasuk 
pemegang SKTM. 

Topif(.(!ambatan, Dukungan, Saran dan Harapan. E. 
Faktor-faktor yang potensial 
menghambat dan mendukung 
program jaminan pemeliharaan 
kesehatan masyarakat miskin. 

l. 1. 	 Faktor penghambat dalam jaminan 
kesehatan masyarakat miskin adalah 
ketersediaan anggaran dan rendahnya 
pemahaman asuransi kesehatan oleh 
masyarakat , serta rendahnya komunikasi 
pada instansi terkait dalam penanganan 
masalah kemiskinan. 

2. 	 Faktor pendukung dalam jaminan 
kesehatan masyarakat miskin adalah 
adanya kewenangan daerah utnuk 
mengembangkan jaminan kesehatan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
miskin. 

3. 	 Hal lain yang penting adalah komitmen 
pemerintah yang kuat untuk mengurangi 
hambatan dan memperkuat dukungan 
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dalam mewujudkan jaminan kesehatan 
masyarakat miskin. 

• Saran dalam pelaksanaan 
program jaminan pemeliharaan 
kesehatan masyarakat miskin. 

2. 

3. Harapan kebijakan yang akan 
diarnbil dalarn mempertahankan 
kelangsoogan kesehatan 
masyarakat miskin. 

l. 	Pemerintah kota Tanjungpinang mempu 
nyai etikat membangun komitmen yang 
kuat dalam mewujudkan jaminan 
kesehatan masyarakat miskin sesuai 
dengan kewenangan dalam otonomi 
daerah dengan segala konsekuensinya 
termasuk pembiayaannya. 

2. 	 Perlu adanya sosialisasi tentang asuransi 
kesehatan sosial kepada seluruh 
masyarakat termasuk srakeholder 
misalnya melalui seminar dan lain 
sebagainya. 

3. 	 Adanya kepastian yang nyata dari tahoo 
ketahun dari Pemerintah Kota 
Tanjungpinang dalarn menetapkan 
jwnlah orang miskin sebagai dasar 
perhitungan kebutuhan anggaran dalam 
menjamin akses pelayanan kesehatan 
bagi masarakat miskin. 

I. 	 Pemerintah kota Tanjungpinang 
mengembangkan jaminan sasial model 
asuransi kesehatan sasial bagi masyarakat 
miskin sesuai dengan kewenangan yang 
diberikan oleh pemerintah Pusal. 

2. 	 Pemerintah kota Tanjoogpinang 
mempooyai komitmen mempertahankan 
jaminan kesehatan masyarakat miskin 
sesuai dengan kemampuan daerah. 
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L 

Lampiran 2. 


Topik : l. Visi dan Misi 


No Topik Pertanyaan HasH Wawancara Katagori lntel'retasi 

Visi dan Misi ter~ada.p ! visi dan misi yang lebih 
 Kebutuhan masyarakat, Menyentuh kebutuhan 
penyelenggaraan Jamman i menyentuh kebutuhan akses pelayanan masyarakat miskin. 
kesehatan masyarakat I masyarakat temtama , kesehatan, sehat dan 

miskin. , masyarakat miskin.(Dr. Eka 
 produktif, prinsip Menanamkan bahwa 

I HanasariantolKadis Kesehatan mendukung, perhatian kesehatan mempakan modal 
rKota Tanjungpinang) serius, kepentingan dan investasi bagi masyarakat 

visinya adalah terpenuhinya masyarakat, kesehatan miskin agar lebih produktif 
. pelayanan kesehatan dasar modal dasar, kepastian 

Misinya adalah memfasilitasi jaminan, mendapatkan Menjamin masyarakat miskin 
masyarakat miskin untuk pelayanan kesehatan, untuk mendapatkan akses 
mendapatkan akses murah menyehatkan pclayanan kesehatan. 
terhadap pelayanan kesehatan, ' masyarakatnya 
bcmpaya meningkatkan mulu Pemerintah kota mcmpunyai 
pelayanan dasar di Puskesmas perhatian dan mcndukung 

i terhadap keluarga miskin. dengan adanya kcpaslian 
jaminan kesehatan bagi 
masyarakat miskin. 

, 

bagi sa ya visi untuk 
penyelenggaraanjaminan 
keschatan masyarakat miskin 
yaitu mereka harus sehat dan 
produktif. 

, 
~... . ----- 

14/41152.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



Prinsipnya mendukung 
jaminan kesehatan masyarakat 
dengan segala aspek 
tuntutannya. 
Perhatian serius terhadap 
jaminan kesehatan masyarakat 
miskin. 

Masyarakat produktif dengan 
adanya kepastianjaminan 
kesehatan, untuk mencapai itu 
dibuat program yang 
menyentuh kepada 
kepentingan masyarakat itu 
sendiri. 

kesehatan sebagai modal dasar 
investasi untuk semua warga 
Tanjungpinang.( Ahmad Yani 
Kabag TU Dinas Kesehatan 
Kota Tanjungpinang ) 

Masyarakat miskin perlu 
mempunyai kepastianjaminan 
dalam pemeliharaan 
kesehatannya sehingga 
masyarakat miskin mau dan 
mampu mengatasi masalah 
kesehatan diri dan keluarga 
Masyarakat miskin bisa 
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mendapatkan pelayanan 

kesebatan dasar dengan mudah 

dan gamjllll1g 

visi pemkot Tanjungpinang 

mencakup seluruh aspek 

kehidupan, berhubungan 

dengan dimensi kesehatan, 

cita-eita Tanjungpinang 

kedepan untuk menyehatkan 

masyarakatnya. 


2. I Tanggapan ten Itang isu justru kesebatan menjadi . Kebutuhan 
kesehatan seba: sai isu kebutuhan dasar setiap dasar,prioritas,mendasar 
strategis manusia yang harus dan strategis,komoditi 

diprioritaskan bersamaan politik,paling 
dengan pendidikan, pendidikan strategis,selling point 
dan kesehatan harns beriringan kuat,minimum 
untuk membentuk kualitas development index 
manUSla. 
(Dr. EkaHanasariantolKadis 
Kesebatan 
KotaTanjungpinang) 

Justru isu tentang kesehatan, 
pendidikan itu sangat 
mendasar dan kesehatan paling 
strategis.( Saleh AhmadlTokoh 
Masyarakat ) 
kesebatan itu sudalI menjadi 
komoditi politik yang sudalI 
mulai laku unt\lk dijual kepada 
masyarakat 

Kesebatan sebagai kebutuhan 
dasar dan menjadi komoditi 
politik paling strategis dalam 
pembangunan. 

Kesehatan mempunyai selling 
point yang kuat dalam 
menteapkan prioritas 
pembangunan. 

Kesehatan sebagai salah satu 
indikator yang ada dalam 
minimum development index 

I 
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isu kesehatan suatu hal yang 
paling strate gis, kesehatan 
mempunyai sentuhan langsung 
orang perorangan 

sekarang dianggap sangat 
strategis 
sebagian politisi belum 
mengerti bahwa kesehatan 
modal dasar untuk tindak 
lanjut. Sebenarnya menjadi 
selling point yang kuat jika 
mereka sakit tidak berproduksi 
berupa kerugian. 
kurang tepat dan salah, justru 
kesehatan modal alau 
investasi. (Dr. Eka 
HanasariantolKadis Kesehatan 
Kola Tanjungpinang) 
Tidak tepat ke depan saya 
yakin misalnya pemerintah 
kota dan dinas kesehatan 
memaharni apa minimum 
development index, itu 
berhubungan dengan 
kesehatan ... tinggal 
merumuskan isu strategisnya 
daTi pengambil kebijakan. 
( Saleh Ahmadffokoh 
Masyarakat) 
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isu kesehatan suatu hal yang 
paling strategis, kesehatan 
mempunyai sentuhan Jangsung 
orang perorangan 

....... 
~~~~~~~ 

sekarang dianggap sangat 
Strategis 
sebagian politis! belum 
mengerti bahwa kesehatan 
modal dasar untuk tindak 
lanjut. Sebenamya menjadi 
selling poinl yang kuat jika 
mereka sakit tidak berproduksi 
berupa kerugian. 
kurang tepat dan salall, justru 
kesehatan modal atau 
investasi. (Dr. Eka 
HanasariantolKadis Kesehatan 
Kotalanjungpinang) 
Tidak tepat ke depan saya 
yakin misalnya pemerintah 
kota dan dinas kesehatan 
memahami apa minimum 
developmenl index, itu 
berhubungan dengan 
kesehatan...tinggal 
merumuskan isu strategisnya 
dari pengambil kebijakan. 
(Saleh Ahmadffokoh 
Masyarakat ) 
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3. Keberpihakan dan 
harapan visi dan misi 
pemerintah kota 

Pembangunan kesehatan 
. berbasis rakyat, berbasis 
masyarakat, dan mewujudkan 
pembangunan kesehatan yang 
berbasiskan masyarakat 
termasuk masyarakat miskin. 

Memprioritas 
pembangunan berbasis 
masyarakat 

Visi dan misi pemerintah kota 
Tanjungpinang 
memprioritaskan 
pembangunan berbasis 
masyarakat termasuk 
masyarakat miskin. 
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Topik 2. Kemauan Politik 

No Topik 
Pertanyaan 

HasH Wawancara Katagori Intepretasi 

Jaminan kesehatan masyarakat 
miskin dan kelompok rentan 
dijadikan salah satu indikator 
dalam kebijakan umum 
anggaran pembangunan. 

Pemerintah kota memberikan 
jaminanlkepastian pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat 
miskin dan memberikan 
dukungan kepada unit 
pelayanan kesehatan dasar 
seperti Puskesmas. 

Pemerintah kota melaksanakan 
program yang bersifat nasional 
dan ikut bertanggung jawab 
dalam pembiayaan dan dalam 
pengawasan. 

1. Responsivitas 
pemerintah kota 
terhadap 
kebijakan jaminan 
kesehatan 
masyarakat miskin 

Kebijakan jaminan 
kesehatan masyarakat 
miskin sudah menjadi 
salah satu kebijakan 
pemerintah kota 
Tanjungpinang,indikator 
yang dibuat yaitu cakupan 
jaminan pemeliharaan 
kesehatan keluarga miskin 
dan rawan (Dr. Eka 
HanasariantolKadis 
Kesehatan Kota 
Tanjungpinang) 

Kitajelas memberikan 
pelayanan kepada 
masyarakat miskin, ini 
menyangkut kepentingan 
masyarakat itu tidak 
masalah 

Menjadi kebijakan dan 
indikator kinerja, memberikan 
pelayanan kepada masyarakat, 
jaminan pemeliharaan 
kesehatan masyarakat miskin 
dan kelompok rentan, kepastian 
pelayanan kesehatan, respon 
terhadap kesehatan, program 
nasional, menyediakan 
dana,support,public goods 

Mengenai kebijakan 
jaminan kesehatan 
masyarakat miskin 
Walikota telah menanda 
tangani SK Nomor 38 
Tahun 2008 Tentang 
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n SKTM dan pemeliharaan 
kesehatan keluarga miskin 
danrawan 

r-- r 

I 

rI ---
I 

1-1

-

Masyarakat miskin ada 
kepastian mendapatkan 
pelayanan kesehatan 
dengan mudah. 
(Dr.Rosmawi Arifin) 
Pemerintah kota respon 
terhadap bidang kesehatan 
maupun bidanJ!pendidikan 
Pemerintah kota 
Tanjoogpinang membantu 
program pusat yang 
sifatnya nasional. Pemko 
menutupi kekurangan dana 
untuk jaminan kesehatan 
masyarakat miskin. 
Jadi sudah dibuktikan pada 
tahoo 2007 ootuk 
menutupi kekurangan dana 
terhadap penduduk miskin 
yang tidak mendapat 
subsidi, pemkot 
menyediakan dana 
Sudah cukup respon 
terhadap kebijakan Pemko 

-~ 

-

tentangjaminan kesehatan 
~--------
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2. 	 lOam 
pel 
oto 
tera, 
kes 
rna; 

pak 
sanaan 
lmi daerah 
apjaminan 
latan 
arakat miskin 

masyarakat miskin, 
buktinya pemko 
mengawasi pelaksanaan 
pelayanan kesehatan 
masyarakat miskin dan 
ikut menentukan sasaran. 
(Dr Gato! Winoto Sekko 
Taniungping) 

Walikota dan DPRD 
. menyepakati kebijakan 

umum anggaran 
pendapatan belanja daerah, 
sehingga ini tidak hanya 
sebagai wacana saja tetapi 
sudah hams didukung dan 
di aktualisasikan. (Riswan 
Efendi/Tokoh Masyarakat) 

Pemerintah kota 
Tanjungpinang hams 
support Puskesmas sebagai 
Public Good~ 
(Abdul RazaklTokoh 
Masyarakat) 

Salah satu urusan wajib 
yang menjadi kewenangan 
pemerintah daerah adalah 
bidang kesehatan. Mereka 
Il~arusnya mempunyai 

:, 

-----. 

~~ 

Urusan wajib bidang kesehatan, Pemerintah kota melaksanakan 
jaminan sosial,asuransi kewenangan yang telah 

. kesehatan,program diserahkan oleh pemerintah 
nasional,komitmen pusat kepada daerah yailu 
prioritas,pelayanan kesehatan, urusan wajib bidang kesehatan 
kebijakan, masyarakat miskin. dan mengembangkan jaminan 
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----.fi Ijaminall kesehatan, Ikesehatan sosial. 
' sehingga kalau mereka 


saki! sudah ada kepastian 

jaminan pembiayaannya. 

(Dr. Eka 

HanasariantolKadis 

Kesehatan Kola 


I Taniungpinang) 
----.',---r--

Menyangkut jaminan 
sosial kepada masyarakat, 
idealnya masyarakat semua 
di kOla kila asuransikan 
dari sisi kesehatan. , 

----. 

Mereka harus mempunyai 
jaminan kesehalan,seperti 
pegawai negeri,kalau sakil 
lidak lagi membayar biaya 
konlan,karena sudah 
mendapal jaminan dari 
askes. 

Sementara unluk program 

gakin telap mengacu pada 

program nasional. Pemko 

menutupi kekurangan 

biaya asuransi kesehatan 

masyarakat miskin. 


l 
I 

Pemerinlah kota Tanjungpinang 
memprioritaskan jaminan 
kesehatan masyarakal miskin 
dalam pembangunan kola. 

Pemerintah kola Tanjungpinang 
mengacu pada proggram 
nasional memilih asuransi 
kesehatan model jaminan 
kesehatan masyarakat miskin. 

Pemerinlah kola Tanjungpinang 
dalam menyusun kebijakan 
jaminan kesehalan masyarakat 
miskin memperhatikan isi 
kebijakan, tatalaksana kebijakan Idan budaya hukum yang sesuai 
kondisi yang ada. 
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Salah satu prioritas 
--

pembangunan pemerintah 
kota adalah 
kesehatan,andaikan tidak 
ada lagi subsidi pemerintah 
untuk kesehatan 
masyarakat miskin pemkot 
akan meneruskan,kita 
konsen terhadap keluarga 
miskin.Pemkot sudah 
mempunyai komitmen 
prioritas. (Ahmad Yani 
Kabag TU Dinas 
Kesehatan Kota 
Tanjungpinang) 
Pemerintah pusat !elah 
memberikan kewenangan 
wajib diantaranya bidang 

. kesehatan,maka daerah 
bertanggung jawab 
meJaksanakannya. 
Prinsip tidak membedakan 
kaya dan miskin,sejauh ini 
pelayanan kesehatan 
masyarakat kita jalankan. 
Prospek jaminan kesehatan 
bagi masyarakat miskin 
menjadi prioritas 
pemerintah.Programnya 
perlu dibuat model sesuai 
dengan kemampuan dan 

14/41152.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



--

--

--

I 

kesehatan masyarakat 
miskin.( Saleh 
AbmadITokoh Masyarakat 
Kota Tanjungpinang) 

, 

Dalam menyusun 
kebijakan sebaiknya 
pemko Tanjungpinang 
hams melihat content of 
law I tatalaksana kebijakan 

, dan culture oflaw I budaya 
hukumnya termasuk 
kebijakan pelayanan untuk 
masyarakat miskin. 

Program yang Mereka mempunyai askes 
diinginkan 

3. 
seperti PNS,mereka bisa 

pemerintah kota berobat ke Puskesmas dan 
terhadap jaminan Rumah Sakit,Pemerintah 
kesehatan kota Tanjungpinang 
masyarakat membantu dalam 
miskin. 

C_ 
pembiayaannya. (Dr. Eka 
HanasariantolKadis 
Kesehatan Kota 
Tanjungpinang) 
Saya pikir masyarakat 
miskin diasuransikan, ke 

kondisi kita di I 
Tanjungpinang. 

Mendukung kebijakan 

pemerintah kota dalam 

menjamin pelayanan , 


ma syarakat miskin yang bisa 
di~ embangkan untuk menjaga 
su~ tainabilitas. 

Pre!mi asuransi kesehatan 
millasvarakat miskin disubsidi 

I 


I, 
I 

Asuransi kesehatan,altematif ,~:uransi kesehatan sebagai 
pembiayaan,butuh matifpembiayaan kesehatan 
komitmen,anggaran pemerintah 
kota berkelanjutan,bisa 
dikembangkan. 

.1_ 
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depan akan tetap terus 
diasuransikan. 
Program jaminan askeskin 
kemarin sudah cukup baik 
dan perlu 
dilanjutkan.Asuransi 

. kesehatan masyarakat 
miskin itu altematif yang 
cukup baik untuk 
mengatasi pembiayaan I 
kesehatan 
(Abdul Razak ABffokoh 
Masyarakat) 
Dibutuhkan semacam 
komitmen antara pusat dan 

Idaerah untuk membangun 
kesehatan. ( Ahmad Yani 

i Kabag TV Dinas 
Kesehatan Kota 
Taniungpinang) 

Identik dengan sistem 

pelayanan askes pegawai 

negeri.


----. 

Program jaminan 
kesehatan masyarakat 
miskin harus dilanjutkan 

IPemkoTanjungpinang,iden 
menggunakan anggaran 

~k dengan askes pegawai 
negeri.(Dr.Rosmawi 
Arifinffokoh Masyarakat) 

--_. - 

I 


oleh pemerintah kota. 

Meneruskan dan 
-

mengembangkan asuransi 
kesehatan bagi masyarakat 
miskin. 

Menjamin kelangsungan 

penyelenggaraan jaminan 


i 	kesehatan masyarakat miskin 
sesuai dengan komitmen yang 
dibuat antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah. 

-

-
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Selanjutnya terbuka 
kemWlgkinan 
dikembangkan suatu 
sistem tersendiri,kita perlu 
model asuransi,sehingga 
tidak hanya pemerintab 
saja yang mensubsidi 
masyarakat miskin tetapi 
non miskin ikut 

_. mensubsidi. 
Mesti mencari alternatif 

---

pembiayaan lain bentuk 
asuransi kesehatan bagi 

. masyarakat miskin yang 
tidak memberatkan semua 

---, 
pihak. 
Program jaminan 

-

kesehatan masyarakat 
miskin dilakukan secara 
berkelanjutan.( Abdul 

-
RazakAB ) 

---

Banyak altematif yang bisa 
dikembangkan untuk 
menjamin masyarakat 
miskin, hal ini barus 
didukung dengan political I 
will dan political action, 
yaitu bagaimana 
kongkritnya yang 
dibarengi dengan 
penyiapan 

14/41152.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



I 14/41152.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



I 

Topik 3. Finansial 

No 
... 

Hasil Wawancara KatagoriTopik 
Pertanyaan 

Kemampuan 
keuangan 
daerah,pembiayaan 
sektor kesehatan 
dan pembiayaan 
kesehatan 
masyarakat 
miskin. 

1. Kita masih berharap 
adanya dukungan dengan 
pembiayaan dari 
pusat,sambil kita sendiri 
menghitung kemampuan 
APBD kota Tanjungpinang 
untuk pembiayaan 
kesehatan masyarakat 
miskin. (Dr. 
EkaHanasariantolKadis 
Kesehatan 
KotaTanjungpinang) 

Dengan kondisi keuangan 
APBD,anggaran kesehatan 
saya pikir masih sangat 
kurang memadai ,sehingga 
masih hams ditingkatkan . 
Anggaran pemko 
bersumber dari P AD,dan 
masih mengharapkan dari 
DAU dan DAK.Masalah 
kesehatan masyarakat 
miskin ini menyangkut 
publik dan pemko hams 
memprioritaskan dan 
mempunyai komitmen 

Dul ungan pusat belum 
cukupPAD,DAU & DAK,capai 

, 1O~ -ll%,belum 
dial ggarkan,menyediakan 
kek.urangan dana,sesuai 
kebutuhan,banyak sumber PAD 

Intepretasi 

Anggaran Daerah belum cukup 
memadai,sumber anggarandari 
PAD,DAU dan DAK. 

Anggaran kesehatan belum 
cukup memadai mencapai 1 0%
11% dari APBD 

Anggaran kcsehatan 
masyarakat miskin bclum 
dianggarkan dalam APBD 

_ .._1 
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I 
Iuntuk menyelesaikan 

I 
PotensiI 2. 
pcngembangan 
asuransi kesehalan 
sosial. 

"" --" '--"" " 

publik. 
Yang jelas PAD kita masih 
terbatas,pemko masih 
mengharapkan bantuan 
dari pusat.Anggaran 
kesehatan sepertinya 
meningkat seliap tahunnya. 
Masih kurang namun 
setiap lahun menunjukkan 
kenaikan anggaran. Untuk 
pembiayaan kesehalan 
masyarakat miskin 
dianggarkan sesuai dengan 
kebutuhan. ( Ahmad Yani 
Kabag TU Dinas 
Kesehatan Kota 
Tanjungpinangl 
Kalau pembangunan 

! kesehalan menjadi 
prioritas,dana bisa dieari 
kita punya sumber macam
macam untuk PAD 
Perhitungan awal kita 
berpatokan pada askeskin 
melalui PT.askes yaitu 
Rp.5.000 per jiwa setiap 
bulan ... bila sudah 
dianggarkan dan 
dibicarakan dengan DPRD 
tidak menjadi persoalan 

! 


Patokan 
askeskin,komitmen,P AD & 
bapak asuh,askes 
sosial,dikembangkan,dana 
APBDjaminan sosial,anggaran 
pusat,retribusi kesehatan & 
peran swasta,50% penduduk 
diproteksi,pajak industri,DAU. 

. 

. 

Pengembangan jam inan sosial 
masyarakat miskin 
dikembangkan dengan model 
asuransi kesehatan sosial. 
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tergantung dari komitmen 
pemko Tanjungpinang. 
(Dr. 
EkaHanasariantolKadis 
Kesehatan 

i KotaTanjungpinang)
I 

Mengintensifkan surnber 
pendapatan daerah dan 
menggali dari para 
pengusaha yang ada untuk 

c-~-~ 

I 


II-c::--, -- ~ . -

Perhitungan premi dipakai 
patokan awal seperti askeskin 
yang dikelola oleh PTaskes 

1---
i 

I 

[- 

menjadi baPak asuh 

Sangat memungkinkan 
dikembangkan,dana 
dialokasikan APBD dan 
infrastruktur sudah ada. 
Tidak menutup 
kemungkinan asuransi 
kesehatan sosial 
dikembangkan,perhitungan -

Surnber pembiayaan 
dimungkinkan memobilisasi 
dana dad PAD/APBD,dari 
pihak swasta sebagai bapak 
asuh,pajak industri dan 
anggaran pusat seperti dari 
DAU. 

Pengembangan awal sebanyak 
mungkin penduduk 
Tanjungpinang diproteksi 
dengan asuransi kesehatan I 
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I premisasaran per jiwa so~ 

I lebih cocok sekali. '--r=

I 

, 


, 

~_'dim__ 
untuk dikembangkan 

menjadi jaminan 


. sosial ..potensi pembiayaan 
dan PAD dengan 
mengstrukturisasi pajak 
daerah,pegelolaarmya kita 
keIjasamakan dengan 
PT.askes. 
Selanjutnya terbuka 
kemungkinan 
dikembangkan suatu 
model asuransi,sehingga 
yang kaya pun tetap 
ikut,yang miskin disubsidi 
pemerintah.Itu menjadi 
harapan ke depan 
pemerintah 

----.. 1----
Utamanya masih 

mengharapkan bantuan 

anggaran pusat disamping 

APBD kota sendiri. 

(Ahmad Yam Kabag TU 


Dinas Kesehatan Kota 

Tanjungpinang) 


Sumber dan retribusi 
kesehatan sebagai sumber 

. anggaran pembiayaan t___ -

tal. 
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I 

i jaminan kesehatan untuk 
masyarakat miskin dan 

----I--:Im==enggalang peran swasta 
Pertama jaminan kesehatan 
di-meneg dengan , 
baik,target 25% penduduk I 

ITanjungpinang diproteksi 
dengan asuransi kesehatan 
yang dikelola secara baik 
dan profesionaJ.Kedua dari 
kompensasi pajak industri 

i yang memberikan dampak 
menurunkan kualitas bidup 
manusia,dan ketiga dari 
DAU 
Hal ini sudah menyangkut Perda,peraturan walikota,tarif 

asuransi kcsehatan 
3. Regulasi program 

praktck dokter 

sosial. 


masyarakat,instansi dan 
lembaga lain,sudah saatnya 
diatur melalui 

. Perda,sehingga masyarakat . 
lebih mengetahui.JDr. 
EkaHanasariantolKadis 
Kesehatan 
K(jtaTanjungpinang)-i---- 
Hams ada regulasi dan 

.Jlemda membuat perda. 
Jangka panjang kita 

. membutuhkan 
perda ... dasar hukumnya 
sudah jelas dan untuk 
jangka pendek diatur 

Untuk mengatur asuransi 
keseha an sosial di kota 
Tanjur pinang diperlukan 
Peratu n Daerah atau 
Peratu an Walikota . 

Didalarr Perda mengatur Tarif 
dokter p raktck swasta sebagai 
jaringan pemberi pelayanan. 
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.._----

melalui SK Walikota 

Sangat memungkinkan 
untuk pengaturannya 
dipergunakan 
Perda,didalamnya 
termasuk tarifpraktek 
dokter untuk keluarga 
miskin 
Memang sebaiknya perlu 
peraturan daerah untuk 
mengatur regulasi agar 
lebih baik dan terarah 
(Ahmad Yani Kabag TV 
Dinas Kesehatan Kola 
Tanjungpinang) 

Untuk mengaturnya perlu 
Perda 
Pasti perlu sekali Perda 
(Ridwan Efendirrokoh 
Masyarakat Kota 
Taniungpinang) 

~... ~~ I 
4. Badan 

Penyelenggara 
Asuransi 
Kesehatan Sosial 

Dibuat Perda agar iebih 
mudah mengawasinya 
Untuk sementara lembaga 
yang sudah mengeloia 
selama ini 
PT.askes ... Kalau kita 
mempunyai tenaga yang 
profesional dibidang 

PT.askes,Pemko kelola 
sendiri,iembaga khusus,kelola 
seperti askes 

Pemerintah kola Tanjungpinang 
untuk sementara tahap awai 
memiiih PT.askes sebagai 
Badan Penyelenggaraan 
Asuransi Kesehatan Sosiai. 

I 
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~~~~ 

asuransi kesehatan sosial 
ini peluang dan sangat 
memungkinkan Pemko 
kelola sendiri atau kita 
kerjasamakan. (Dr. 
EkaHanasariantolKadis 
Kesehatan 
KotaTanjungpinang) 
PT.askes sebenamya baik 
kemungkinan bisa 
dikerjasamakan ... bila 
memungkinkan dibentuk 
semacam BUMD yang 
menge!o!a,ka!au bisa 
dikelola sendiri,kenapa 
tidak. 
Kita evaluasi dulu yang 
sudah berjalan, kalau tidak 
ada masalah, mana yang 
lebih baik 
menguntungkan.Kalau 
memungkinkan kita kelola 
sendiri dengan membentuk 
unit khusus. 
Dilihat daTi efisiensi biaya 
penyelenggaraan yang 
dibiayai cukup maha! dan 
terbatasnya tenaga 
profesional,cenderung 
dikelola oleh PT.askes 
Sekarangkebliakan~usat 

Pemerintah kota Tanjungpinang 
berkeinginan mengelola sendiri 
Asuransi Kesehatan Sosial 
dengan membentuk unit khusus 
setelah ada tenaga yang 
mempunyai kompetensi bidang 
asuransi. 
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dana dari pusat,Pemko 
membuat MOU dengan 
PT.askes 
Untuk sementara kita 
keIjasamakan dulu dengan 
Askes tidak menutup 
kemungkinan dikelola 
sendiri 
ldealnya ada satu badan 
tersendiri,lembaga khusus 
yang menangani ini,karena 
kalau kita serahkan kepada 
PT.askes yang mengelola 
secara nasional, bisa jadi 
Tanjungpinang mensubsidi 
daerah lain 
(Saleh Ahmadffokoh 
MasyarakatlCota 

1--+---------11 Tani!!Jlgpinang )
Dikerjasamakan dulu 
dengan askes,kalau sudah 
mampu dan ada tenaga 
sebaiknya dikelola sendiri. 
( Ahmad Yani lCabag TU 
Dinas lCesehatan lCota 

menutup kemungkinan 
dikelola se""ndiri=·""·'--___-' 
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Topik 4. Tuntutan Masyarakat 

I No I Toplk HasilWawancara I ~I 
Perianyaan 

I. Penetapan kriteria Sekarang penetapan 
masyarakat BPS,kalau bisa BPS 
miskin bekeIjasama dengan tenaga 

dari BKBKS,BKBKS 
mempunyai tenaga PLKB 
sampai kelurahan. (Dr. 
EkaHanasariantolKadis 
Kesehatan 
KotaTanjungpinang) 
Hasi! kriteria yang dibuat 
oleh statistik yang terakhir 
ini sudah bisa menangkap 
dari semua persyaratan
persyaratan yang 
dipersyaratkan.Sekarang 
berpatokan pada kriteria 
dari sta!istik .... ~ I I 
Kriteria dari BPS baik dan 
perlu diverifikasi dengan 

I---_I--_____+d;ata dari BICBKS I I 
Sampai sekarang sudah 
mendekati kriteria,karena 
alasan ekonomi yang 
didata oleh BKBKS. 
( Ahmad Yani Kabag TV 

Dinas Kesehatan Kota 
Taniungpinang 

Katagori iiItepretasi 

BPS,BKBKS,Tim 
perum us,Kebij akan kriteria 
masyarakat miskin,sesuai 
kondisi daerah,sosialisasi 

Penetapan masyarakat miskin 
dipergunakan kriteria dari BPS 
dan BKBKS (BKKBN) 

Pemerintah kota membutuhkan 
tim perumus atau tim verifikasi 
masyarakat miskin sesuai 
kondisi kota Tanjungpinang yan 
dikoordinasi oleh Bappeda 
dengan bagian sosial. 

Hasil penetapan kriteria 
masyarakat miskin sebagai 
suatu kebijakan pemerintah kota 
TaI\iungpinang yang dapa! 
dipakai sebagai aeuan bagi 
dinas-dinas/instansi yang 
mempunyai program yang 
berkaitan dengan masalah 
kemiskinan. 
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I Khusus gakin katausayll 
cenderung pakai data dari 
BKBKS,karena BKBKS 
mempunyai jaringan PPL 
sarnpai di Kelurahan.Untuk 
SL T dipergunakan data 
dari BPS karena resmi oleh 
Pemerintah.Periu 
disepakati kriteria miskin 
dengan membentuk tim 
perwnus dan tim 
verifikasi,data dijadikan 
data base masyarakat 

_______Lmiskin. I· 
Harusnya Bappeda dan 
bagian sosial Pemko 
merwnuskan suatu 

kebijakan kriteria dan ini 

menjadi acuan dinas 

instansi di kota 


_____-1\ Tanjungpinang -------+1 
Kriteria orang miskin 

tersebut sesuai dengan 

kondisi kota 

Tanjungpinang,apapun 

programnya dari 

departemenlinstansi yang 
sasarannya orang miskin 

tentunya sarna orangnya. 

(Saleh AhmadfTokoh 

Masyarakat ) 


I-IasiJ penetapan kritcna 
masyarakt miskin 
disosialisasikan agar semua 
masyarakat Tanjungpinang 
mcngetahui dan menerima 
kebijakan Pemerintah Kota 
Tanjungpinang 
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Mengembangkan dan 
mengimplementasikan I 
sebuah kebijakan yang 
tertuang dalam juklak dan 
juknis disesuaikan dengan 

PeIayanan 
kesehatan 
masyarakat di 
Puskesmas dan 
Rumah Sakit. 

2. 

kondisi daerah kemudian 
dilakukan proses-proses 
sosialisasi kepada 
masyarakat secara 
terprogram 
Tenaga kesehatan yang 
dipelayanan langsung 
belum mempunyai sikap 
yang ramah,sopan dan 
santun terhadap pasien.Kita 
harus mengutamakan 
kepentingan publik,buat 
aturan yang 
jelas,sosialisasikan agar 
dimengerti masyarakat. 
( Saleh AhmadlTokoh 
MasyarakatKota 
Tanjungpinang ) 

Sejauh saya ketahui masih 
perlu ditingkatkan,ini 
menyangkut semua aspek 

Sikap,aturan dan sosialisasi perlu 
ditingkatkan,sesuai 
peraturan,birokrasi,belum 
memuaskan,aturan jam kerja,ada 
kelubanJangan ada 
penolakan,menjarnin akses 
pelayanan kesehatan 

Pelayanan kesehatan di 
Puskesmas dan Rum: h Sakit 
masih ada keluhan,b~ lum 
memuaskan dan peril 
ditingkatkan. 

... -- - - ---

Dalam menjamin aks es 
pelayanan kesehatan masyarakat 
miskin dianjurkan tid akada 
peno lakan terhadap a ang 
miskin. 

Puskesmas dan Rumah 
sakit melayani pasien 

Puskesmas dan RumaJah Sakit 
melakukan sosialisasi tentang 
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prosedur pelayanan,peraturan 
jam pelayanan kesehatan. 

sesuai jam kantor yang 
sudah diatur.Petugas 
melaksanakan tugasnya 
sesuai peraturan yang ada 

I 

(Dr.EkaHanasariantolKadis 
Kesehatan 
KotaTaniungpinang) 

~~ ... -
Birokrasi yang 
mudah,langsung dan 
sederhana 

.. -
Boleh dikatakan belum 
memuaskan,karena petugas 
kurang disiplin mengikuti 
aturan jam kerja.Pasien 
sudah banyak belum 
dibuka,petugas belum 
datang. 
(Ridwan EfendilTokoh 

Petugas pelaksana baik di 
Puskesmas dan Rumah Sakit 
melaksanakan pelayanan 
kesehatan sesuai dengan aluran 

; jam keIja dan menunjukkan 
sikapx~al1g baik dan wajar 

Masyarakat Kota 
T anjungpinang) 
Masih perlu adanya 
peningkatan 
pelayanan,masih ada 
keluhan 

! 

Kita menganut kebijakan 
pusat jangan ada penolakan 
terhadap warga yang tidak 
mampu berobat ke 

~~... 

14/41152.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



Puskesmas. ( Ahmad Yani 
Kabag TV Dinas 
Kesehatan Kola 
Tanjungpinang)
Dan sis! petugas dalam 
melayani pasien tidak 
membedakan antara pasien 
umum dan pasien 
gakin,sikap harus 
sOjJan,senyum dan sabar 
Asalkan mendapal 
peJayanan masyarakat 
miskin tidak ada masalah 
hanya prosedur seera 
administrasi yang eukup 
lama. (Ridwan 
EfendifTokoh Masyarakat 
Kola Tanjungpinang) 
Sebenarnya yang penting 
kewajiban pemerintah Kota 
menjamin aksesibilitas 
untuk hidup orang 
miskin,menjamin orang 
miskin untuk bisa 

. mendapatkan akses dalam 
pelayanan 
kesehatan.Menjamin 
affordability dan sustaina 
bility dari pelayanan 
kesehatan dasar 

---_.

-------

---_._.
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r~~ 

3. I Peran s rta 
~~~~ 

~asyarakatharus 
masyar, kat dalam melaksanakan hak dan 
penyele 199araan kewajibannya.Haknya 
jaminan , berobat tidak dipungut 
keseha' tIl biaya dan kewajibannya 

Imasyar kat mereka harus mengikuti 
, miskin aturan. (Dr. Eka 

HanasariantolKadis 
Kesehatan 
Kota TanjungpinaIlg) 
~asyarakat hams 
mendukungan program 
pembangunan untuk 
kepentingan masyarakat 
Pedoman sudahjelas 
mereka harus ditolong dulu 
untuk mendapatkan 
pengobatan baru seeara 
administrasi diurus 

~~-~~- ~~~~ ~~~~-

lni menjadi perhatian 
pemerintall 
Kota,pemerintall Provinsi 
dan Rumall Sakit,kalau 
hal-hal terjadi seperti ini 
layani dulu,ambil sisi 
kernanusiaan baru kita 
selesaikan administrasinya. 
( Ahmad Yani Kabag TV 
Dims Kesehatan Kota 
Tanjungpinang ) 

---~-- --~~ 

Hakdan 
kewajiban,dukungan,membantu 
pemerintah,sosialisasi, 
kepedulian,kontrol 
pelayanan,pemberdayaan 
masyarakat,kebijakan. 

IUMaiYllrakat memenuhi hak dan 
' kewajibannya,masyarakat 
miskin memperoleh hak berobat 
dengan cuma-cuma dan 
kewajibannya mentaati 
peraturan yang ada 

- -~~~-~---

-~~~-~~-- ~~~~ 

Ada informasi bahwa proggram 
jaminan kesehatan masyarakat 
miskin menjamin semua 
masyarakat miskin termasuk 
pemegang SKT~ 

----~----
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~~~~ ~ 

-

- ~ 

Pedoman menyatakan 
semua masyarakat miskin 
dijamin 
kesehatannya,dengan 
fungsi sosial Rumah Sakit 
melayani dulu masyarakat 
miskin yang 
sakit,kemudian secara 
administrasi dicek ke 
lapangan. ( Saleh 
AhmadlTokoh Masyarakat 
Kota Tanjungpinang ) 
Sekarang tidak ada kartu 
Iagi yang ada SKTMjadi 
untuk memudahkan 
pelayanan dilapangan kita 
layani secara gratis tanpa 
penolakan (UalKasi 
bidang Pelayanan 
Kesehatan Dinas Kota 
Tanjungpinang) 
Pihak kesehatan dan askes 
kurang berkoordinasi 
dengan Rumah Sakit. 
( Saleh AhmadlTokoh 
MasyarakatKota 
Tanjungpinang) 
Pedoman menyebutkan 
semua orang miskin 
dijamin 
kesehatannya,mereka 

"-

! 
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Topik 5. Bambatan, Dukungan, Saran dan Barapan 

~ Topik Basil Wawancara 
, Perta~aan ..c;-- _. 

1. Faktor-faktor Hambatan yang 
yang potensial utamanya adalah 
menghambat dan kesinambungan 
mendukung pembiayaan dan yang 
program jaminan mendukung komitmen 
pemeliharaan dari pemko 
kesehatan Tanjungpiang untuk 
masyarakat menjamin kesehatan 
miskin masyarakat miskin. (Dr. 

Eka HanasariantolKadis 
Kesehatan 
Kota Tanjungpinang) 
Hambatan yangjelas 
masalah dana juga,ini 
hams ada komitmen 
dari Pemerintah sebagai 
pelaksana tugas dari 
legislatif. Faktor yang 
mendukung pemerintah 
pusat sudah memberi 
kewenangan kepada kita 
untuk kepentingan 

I masyarakat,perangkat 
hukum sudah jelas 
silahkan daerah 
mengembangkan dan 
berbuat untuk - .. 

Katagori Intepretasi 

Pembiayaan,pemahaman asuransi Faktor penghambat dalam 
kesehatan,komitmen,faktor jaminan kesehatan 
eksternal masyarakat miskin adalah 

ketersediaan anggaran dan 
rendahnya pemahaman 
asuransi kesehatan oleh 
masyarakat dan 
stakeholder,serta rendahnya 
komunikasi pada instansi 
terkait dalam penanganan 
masalah kemiskinan 

Faktor pendukung dalam 
jaminan kesehatan 

' masyarakat miskin adalah 
adanya kewenangan daerah 
untuk mengembangkan 
jaminan kesehatan untuk 
memenuhi kebutuhan 

, masyarakat miskin 

--_._........._--_.
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r-I 

I 

kepentingan rakyat 
! 


-

- r----

- --...... 

Faktor-faktor yang 
menghambat yang 
utamanya 
anggaran,karena 
anggaran sangat 
memegang 
peranan.Pemahaman 
mengenai konsep 
jaminan kesehatan atau 
asuransi kesehatan 
masih kurang.Faktor 
yang mendukung 
utamanya adanya 
komitmen dari pemkol 
sendiri 
Hambatan yang paling 
utama tentunya masalah 
pembiayaan sendiri. ( 
Ahmad Yani Kabag TU 
Dinas Kesehatan KOla 
Tanjungpinang] 
Mungkin permasalahan 
yang kita lihat yaitu 
etikat baik,kemauan 
yang terkait dengan 
perhatian terhadap 
orang miskin. ( Saleh 
AhmadfTokoh 
MasyarakatKota 

]anjungpinang ) 

I 

--,- 
Hal lain yang penting 
adalah komitmen 
pemerintah yang kuat untuk 
mengurangi hambatan dan 
memperkuat dukungan 
dalam mewujudkanjaminan 
kesehatan masyarakat 
miskin 

----. 
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-l-- IPaling penting adanya --- -- 
, political will dari kepala 

daerah untuk 

mendukung jaminan 

kesehatan masyarakat 


- miskin.Hambatan belum 

adanya pemahaman 

yang cukup tentang 

asuransi kesehatan dan 


- rasa kepedulian 

I-- - Iterha.<!ap orang miskin t---~-
Sebagian besar faktor 
eksternal yaitu Hntas 
sektoral yang 
dimungkinkan bisa 

1--_ ---- i--- _________Em:enghambat_ 
Yang menghambat 
sekali jelas berkaitan 
dengan anggaran tapi 
kalau didukung adanya 
komitmen dari pemko 
Tanjungpinang untuk 
menyelenggarakan 
jaminan kesehatan bagi 
masyarakat miskin pasti 

I----t~-- _____+-t:':id"'ak=::-menjadi persoalan 
Hambatan pertama 
mengenai finansial ini 
sangat menghambat 

' sekali meskipun 
[___ programnya baik kalau 

-  --_ 

___ 

• 
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-----

1ticlakaclaanggaranjuga I" 

----

2. 
~'-

Saran dalam 
pe laksanaan 
program jaminan 
pemeliharaan 
kesehatan 
masyarakat 
miskin 

I 

,--

.... . . alan,kedua . 

p aman masyarakat 
n kurang atau 
1l,ahkan beluru sarna 
s tentang asuransi 

'k tan.Barangkali 
k faklor ini yang 
k .tannya sangat 
d____..,an 
Agar emko Komitm 
mem] Itmyai komitmen daerah,e 
dalan menangani ,berhara 
masal ah orang miskin pusat,ko 
dans' lalu berupaya dijamin 
meJal sanakan amanal pemerin 
tmdat g-undang olonomi . kesehatan 
daera . (Ridwan 
Efene ilTokoh 
Masyarakat Kota 

Lan~ 
Yan~ 
ikhla mengurus 
mas)'arakat dengan 
elika baik. (Dr. Eka 
Hana ariantolKadis 
Kese .atan 
Kota' 
Sesul 
kewe 
diser: 

I,amanat olonomi Pemedntah Kota 
~at,asuransi,sosialisasi Tanjtmgpinang mempunyai 
dana dad I etikat membangtm 
;ekuensi,orang miskin komitmen yang kuat dalam 
msisten,perhatian mewujudkan jaminan 
h,akses pe layanan kesehatan masyarakat 

miskin sesuai dengan 
kewenangan dalam otonomi 
daerah dengan segala 
konsekuensinya terrnasuk 
pembia~aannya.

, 
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------- --

--- ---

--

-----~-

i__ 

ini kesempatan 
membangun komitmen 
untuk melaksanakannya 
sesuai dengan kondisi 
Tanjungpinang. ( Saleh 
AhmadfTokoh 
Masyarakat Kota 
Tanjungpinang) 
Perlu dipikirkan bentuk 
altematifpembiayaan 
kesehatan semacam 
asuransi di 
daerah,selanjutnya perlu 
ada sosialisasi melalui 
seminar 
Masih berharap dana 
dari pusat,baik bantuan 
luar negeri melalui 
pusat dan dari APBD 
sebagai prioritas supaya 
kita tidak lepas 
tanggung jawab. (Dr. 
Eka HanasariantolKadis 
Kesehatan 
KotaTaniungpinang) 
Konsekuensi 
pemerintah Kota 
Tanjungpinang telah 
menandatangani 
kebijakan umum, maka 
masalah kesehatan 

Perlu adanya sosialisasi 
tentang asuransi kesehatan 
sosial kepada seluruh 
masyarakat termasuk 
stakeholder misalnya 
melalui seminar dan lain 
sebagainya 

Adanya perhatian 
pemerintah kota 
Tanjungpinang dalam 
menetapkan jumlah orang 
miskin se bagai dasar 

rhitun an kebutuhan 
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---

-------- -- ---

------

--- --

--------

--------

masyarakat miskin 
harus diatasi 
( Saleh AhmadfTokoh 
Masyarakat Kota 
Tanjungpinang) 
Kembali ke titik awal 

_ siapa orang miskin di 
, kotaTanjungpinang,sehi 

ngga kita bisa hitung 
alokasi anggaran 
kesehatan masyarakat 
miskin . (Dr. Eka 
HanasariantolKadis 
Kesehatan 
Kota-Ianjungpinang) 
Kalau sudah membuat 
renstra pengentasan 
kemiskinan yang harus 
konsisten terhadap 
pembiayaannya 
Pemerintah kota hams 
tanggap,karena 
keputusan ditangan 
Pemko perubahan 
paradigm a diarahkan 
kepada pelayanan 
publik yang adil dan 
merata,kedua 
pemerintah mencari 
formula atau alternatif 
pembiayaan 

anggaran d alarn menjamin 
akses peJa) anan kesehatan 
bagi masy~ aka! miskin. 
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-------

------

------ -

------- ------ --

-

3. IK 
ak 
da 
ke 
pe 
ke 
m 
m 

~ .. ------  ~~ ~~ 

kesehatan,perhatian 
pemerintah lebih besar 
terhadap masyarakat 
miskin temtarna 
masalah kesehatan 
mereka.. ( Saleh 
Ahmadffokoh 
Masyarakat Kota 
Tanjungpinang 

~~~ ~~~ 

Pemko dan DPRD 

berkewajiban untuk 

melihat kesehatan 

secara utuh untuk semua 

orang,tidak diskriminasi 

semua mempunyai 

akses yang sarna. 

terhadap pelayanan 

kesehatan . 


~~ ~~~ 

:bijakan yang Harapan saya pemko Komitmen,kewenangan Pemerintah kota 
ill diarnbil Tanjungpinang hams dikembangkan,pemkot Tanjungpinang 
lam menjarnin mempunyai komitmen melaksanakan,kcbijakan mengembangkan jaminan 
langsungan untuk rneningkatkan prioritas,mekanisme sosial model asuransi 
layanan derajat kesehatan asuransi,sustainable kesehatan sosial bagi 
,ehatan mereka. ( Saleh masyarakat miskin scsuai 
lsyarakat Ahmadffokoh dengan kewenangan yang 
skin MasyarakatKota diberikan oleh pemerintah 

Tanjungpinang) pusat. 
Kewenangan sudah 
diberikan kepada daerah 
saatnya daerah untuk jmengembangkannya 

--~~~ 
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----

untuk kepentingan 
rnasyarakat,utamanya 
masyarakat miskin. (Dr. 
Eka HanasariantolKadis 
Kesehatan 
KotaTanjungpinang) 

--------

Pemko Tanjungpinang Pemerintal 
mempunyai komitmen Tanjungpi 
untuk menjamin komitmen 

I 
~.....,.......

kclangsungan jaminan 
kesehatan bagi 
masyarakat miskin 
Pemerintah daerah 
sudah mulai 
memikirkan scsuai 
dengan kewenangan 
yang telah diberikan 
kepada daerah 
Program itu kita 
masukkan didalam 
kebijakan umum kota 
dan sudah dimasukkan 
dalam renstra 
penanggulangan 
kemiskinan kota pemko 
harns melaksanakannya 
Sesuai dengan 
kebijakan dan prioritas 
program di 
Tanjungpinang 
peial'anan kesehatan 

kota 
ang mempunyai 

mempcrtahankan 
ehatan 
miskin sesuai 
ampuan daerah. 

jaminan k< 
masyarak3 
den.gan ken. 
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---------- ---------

--------

~~~ 

masyarakat miskin tetap 

dillll'\iutkan dengan 

lce~amPuan kita 

Saya berharap pemko 

Tanjungpinang sudah 

harus memilih aiternatif 

pembiayaan kesehatan 

bagi keluarga miskin 

melalui mekanisme 

asuransi kesehatan. 

(Saleh AhmadITokoh 

~asyarakat!(ota 

Tanjungpinang) 

DPRDharus 

mendukung dalam 

mengembangkan 

program untuk 

kepentingan pelayanan 

kepada masyarakat 

seperti jaminan 

kesehatan bagi 

masyarakat miskin ini 

untuk lebih kami akan 

diskusi meyakinkan 

pihak eksekutif 

!(embali ke tatakelola 


: penyelenggaraan yang 

hams diorganisir ulang 

agar bisa memberikan 

jaminan peJayanan 

kesehatan masyarakat 
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